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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan orang 
lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Dan sesungguhnya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang 
telah diusahakannya. Dan, sesungguhnya usahanya kelak akan diperlihatkan 
kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan paling 
sempurna” (QS. An-Najm: 39-41) 
 
“Karunia Allah yang paling lengkap adalag kehidupan yang didasarkan pada 
ilmu pengetahuan” – Ali bin Abi Thalib  
 
“Selalu ada jalan” – Ayu Siti Rochmah 
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ABSTRACT 
 
This research is aimed to seek the implementation of the charges on ijarah 
agreement toward gold pawn product (rahn) in branch office of Pegadaian 
Syariah, Solo Baru. This study was conducted in Pegadaian Syariah Solo Baru 
because this branch office is the biggest Pegadaian Syariah in Surakarta and 
have the most client compared to the other Pegadaian Syariah unit. This research 
become important to be done to fullfil the researcher's curiousity toward the 
implementation of gold pawn (rahn) and the charges of ijarah which different 
from conventional pawn. It also become featured product and client's favourite. 
Qualitative method is used in this research with qualitative descriptive 
analysis in branch office of Pegadaian Syariah in Solo Baru. The researcher 
conducted an interview with 5 informants which consisting of the head and staffs 
of Pegadaian Syariah Solo Baru who are related to gold pawn product (rahn). 
The informats are the last period branch head, current branch head, cashier, 
assessor and manager of insurance items (marhun). 
The result of this research shows that pawn implementation (rahn) of gold 
in Pegadaian Syariah Solo Baru not much different from the conventional pawn. 
The difference is found in the terms that is used. Related to the ijarah charges, 
there are still diversions with DSN-MUI fatwa which are the administration, 
maintenance and the storage of insurance items (marhun) which still based on the 
loan category. 
 
Key words : gold pawn product (rahn), ijarah charges, sharia pawnshop 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengenaan biaya 
atas akad ijarah pada produk gadai (rahn) emas yang berada di Cabang Pegadaian 
Syariah Solo Baru. Studi ini dilakukan di Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru 
karena merupakan pegadaian syariah terbesar di Surakarta dengan jumlah nasabah 
terbanyak dibandingkan dengan Unit Pegadaian Syariah yang lain. Penelitian ini 
penting untuk dilakukan karena didorong oleh pemenuhan rasa ingin tahu peneliti 
tentang implementasi gadai (rahn) emas dan pengenaan biaya ijarah yang 
menjadi pembeda dengan gadai konvensional, serta menjadi produk unggulan dan 
favorit bagi nasabah pegadaian syariah. 
 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis kualitatif 
deskriptif yang dilakukan di Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru. Wawancara 
dilakukan dengan 5 informan. Informan yang dipilih merupakan pimpinan dan 
karyawan yang berkaitan dengan produk gadai (rahn) emas. Informan tersebut 
yaitu pimpinan cabang periode lama, pimpinan cabang periode baru, kasir, 
penaksir dan pengelola barang jaminan (marhun).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai (rahn) emas di 
Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan 
gadai konvensional. Perbedaan terdapat di istilah yang digunakan. Dalam hal 
pengenaan biaya ijarah masih terdapat penyimpangan dari fatwa DSN-MUI, yaitu 
penetapan biaya administrasi dan penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan 
barang jaminan (marhun) yang masih didasarkan pada golongan pinjaman. 
 
Kata kunci :  produk gadai (rahn) emas, biaya ijarah, pegadaian syariah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis selalu diikuti oleh 
perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit yang selalu 
memerlukan jaminan dimana hal ini dilakukan demi keamanan pemberian kredit 
tersebut dalam arti piutang yang terjamin dengan adanya jaminan. Hal ini yang 
mendasari pentingnya lembaga jaminan. Salah satu dari lembaga penjamin di 
Indonesia adalah pegadaian (Erangga, 2014:1). 
Pegadaian memiliki keistimewaan dibanding dengan perbankan dalam hal 
persyaratan dan prosedurnya yang sederhana sehingga membutuhkan waktu yang 
singkat untuk memperoleh dana. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu takut 
kehilangan barang berharga yang dimiliki ketika sudah masuk dalam lembaga 
pegadaian. Masyarakat juga dapat memperoleh dana yang diinginkan sesuai 
dengan barang yang dijaminkan (Hadiana, 2015:2). 
Lembaga pegadaian di Indonesia terdiri dari dua jenis pegadaian, yaitu 
pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Secara umum, pegadaian 
konvensional maupun syariah sama-sama mempunyai hak gadai atas pinjaman 
berupa uang dan sama-sama disertai barang sebagai agunan atau sebagai jaminan 
utang. Perbedaan mendasar pada kedua lembaga ini adalah dalam hal pemungutan 
biaya dalam bentuk bunga pada pegadaian konvensional, dimana hal ini berbeda 
dengan pegadaian syariah yang tidak menerapkan sistem bunga (Purbasari dan 
Rahayu, 2017:145-146). 
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Pegadaian dengan sistem syariah diharapkan mampu memberi ketenangan 
bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman secara benar dan halal. Gadai 
syariah (rahn) merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah 
dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh. Dalam 
transaksi rahn dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak 
mencari keuntungan (Mahmudahningtyas, 2015:2). 
Ketika berbicara masalah gadai syariah maka terdapat dua akad yang 
melatarbelakanginya, yaitu akad ijarah dan akad rahn. Akad ijarah pada produk 
rahn di pegadaian syariah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 
mendapatkan keuntungan. Akad rahn itu sendiri adalah akad yang bersifat sosial 
yaitu tolong menolong. Sehingga produk rahn membutuhkan konsep dari akad 
ijarah untuk mendapatkan keuntungan (Hasan dan Rosdalina, 2017:96). 
Gadai syariah berkembang pasca diterbitkannya fatwa DSN-MUI Nomor: 
25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-
MUI/III/2002 tentang rahn emas. Sejak saat itu jasa gadai syariah marak 
berkembang di berbagai lembaga keuangan. Minat masyarakat terhadap jasa gadai 
syariah pun kian meningkat (Afdhila, 2016:2). 
Meningkatnya permintaan nasabah pegadaian syariah dalam mengajukan 
pembiayaan dibuktikan pula dengan laporan tahunan yang diterbitkan oleh 
otoritas jasa keuangan (OJK). Selama 2016, penyaluran pinjaman pegadaian 
meningkat sebesar 15,48% menjadi sebesar Rp35,59 triliun dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp30,82 triliun.  
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Pegadaian syariah sudah tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di 
Surakarta tepatnya di Solo Baru yang membawahi Unit Pegadaian Syariah (UPS) 
meliputi UPS Ngabean, UPS Kerten, UPS Pasar Kliwon, dan UPS Kentingan. 
Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru merupakan penanggung jawab dalam 
mengawasi UPS di Surakarta. Selain itu juga merupakan pegadaian terbesar di 
Surakarta dengan perolehan nasabah paling banyak dan meningkat dibanding 
dengan Unit Pegadaian Syariah yang lain, tidak terkecuali nasabah rahn emas. 
Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru didirikan dengan melihat 
pesatnya pertumbuhan perbankan di Surakarta. Selain itu CPS Solo Baru juga 
berdiri atas usulan PT Pegadaian (Persero) Semarang. Pegadaian tersebut 
merupakan pegadaian pusat yang berbasis konvensional di Jawa Tengah. 
Sehingga, CPS Solo Baru menjalankan operasional gadai bekerja sama dengan 
pegadaian konvensional. 
Seperti yang disebutkan bahwa jumlah nasabah gadai (rahn) emas di 
Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru semakin meningkat di setiap 
tahunnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan wawancara dengan ibu Supriyati selaku 
pimpinan CPS Solo Baru periode lama, jumlah nasabah gadai (rahn) pada tahun 
2016 sebesar 1.198 nasabah, kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 1.332 
nasabah. Sehingga permintaan akan pembiayaan berupa pinjaman di CPS Solo 
Baru mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir. 
Semakin meningkatnya jumlah nasabah dapat memberikan penjelasan 
bahwa gadai emas di pegadaian maupun pegadaian syariah lebih terasa 
manfaatnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan observasi awal yang dilakukan 
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penulis pada tanggal 4 Januari 2018 dengan pimpinan Cabang Pegadaian Syariah 
Solo Baru periode lama yaitu dengan ibu Supriyati. 
Hasil wawancara menunjukkan bahwa hadirnya pegadaian syariah di 
Surakarta sebagai tujuan perusahaan yaitu pegadaian syariah hadir melayani 
masyarakat di seluruh Indonesia dengan semboyan “Mengatasi Masalah Tanpa 
Masalah” dengan menggunakan prinsip syariah. Pegadaian syariah diharapkan 
dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan ekonomi tanpa riba, 
sehingga keberadaannya lebih terasa manfaatnya (Wawancara ibu Supriyati 
sebagai pimpinan CPS Solo Baru periode lama, Lokasi Cabang Pegadaian Syariah 
Solobaru: 04/01/2018). 
Penulis melanjutkan observasi kembali kepada 3 nasabah gadai (rahn) 
emas. Hasil observasi menunjukkan bahwa ketiga nasabah mengerti bahwa 
mereka melakukan pembiayaan di lembaga keuangan berbasis syariah. Namun 
mereka tidak mempersoalkan kesyariahan, walaupun mereka beragama Islam. 
Faktor utamanya adalah pinjaman yang di dapat jauh lebih besar (Wawancara 
dengan ibu Asri, ibu Mulyati & ibu Inrina nasabah gadai emas pegadaian syariah, 
Lokasi Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 31/01/2018). 
Bahkan ketiga informan mengetahui bahwa pegadaian syariah merupakan 
lembaga keuangan syariah yang memiliki sistem bagi hasil, yang tentu berbeda 
dengan pegadaian konvensional yang memiliki sistem bunga. Namun apabila 
diberi pemahaman dan penjelasan mengenai bagaimana praktek bisnis syariah, 
mereka cenderung tidak tertarik dan lebih memilih cara yang sudah umum 
(konvensional). 
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Kemudian penulis melakukan observasi ke 8 nasabah rahn emas. Dalam 
melakukan wawancara, nasabah mengeluhkan masih adanya bunga di CPS Solo 
Baru. Mereka merasakan biaya yang harus dikeluarkan masih belum syariah, 
walaupun biaya-biaya tersebut tidak sebesar di lembaga keuangan yang lain. 
Mereka juga mengaku tidak mengetahui biaya tersebut digunakan (Wawancara 
dengan ibu Surani, ibu Bekti, ibu Parmi, ibu Endang, ibu Yuni, ibu Cici, bapak 
Joko dan bapak Prapto nasabah gadai emas pegadaian syariah, Lokasi Cabang 
Pegadaian Syariah Solo Baru: 29/09/2018). 
Dalam transaksi gadai (rahn) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk 
pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas utang tersebut. Jika dalam 
praktik gadai ternyata ada yang dibayar selain pokok pinjaman adalah uang 
administrasi dan pemeliharaan marhun bih, yang biasanya dihitung dari besaran 
nilai taksiran. Jika gadai dihitung berdasarkan sewa barang atau berdasarkan uang 
yang dipinjamkan, maka gadai ini merupakan penyimpangan dari makna gadai 
dan termasuk transaksi riba (Afdhila, 2016:3). 
Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn 
menunjukkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan 
utang dalam bentuk rahn dibolehkan. Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-
MUI/III/2002 tentang rahn emas juga menetapkan bahwa rahn emas dibolehkan 
berdasarkan prinsip rahn. 
Dalam mekanisme rahn, pegadaian syariah sebagai murtahin mempunyai 
hak menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi. Marhun dan 
manfaatnya tetap menjadi milik rahin, yang pada prinsipnya tidak boleh 
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dimanfaatkan oleh murtahin, kecuali dengan seizin rahin, tanpa mengurangi 
nilainya atau hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya 
(Wardhani dan Fanani, 2015:1022).  
Biaya pemeliharaan dan perawatan marhun adalah kewajiban rahin. Biaya 
tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah marhun bih. Apabila marhun 
bih telah jatuh tempo, maka murtahin segera mengingatkan rahin untuk 
melunasinya. Jika tidak dapat melunasi, maka marhun dijual paksa melalui lelang 
secara syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi marhun bih. Apabila hasil 
lelang ada lebihnya, maka itu menjadi milik rahin dan sebaliknya (Wardhani dan 
Fanani, 2015:1022-1023). 
Aturan tersebut jelas menerangkan bahwa biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan (tarif ijarah) besarannya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah 
yang dipinjamkan oleh pihak pegadaian syariah. Sehingga pegadaian syariah  
terhindar dari praktik bunga yang umumnya diterapkan di pegadaian konvensional 
(Hasan dan Rosdalina, 2017:97). 
Dalam perkembangan gadai di dunia perbankan, tidak hanya pegadaian 
yang memiliki produk dengan sistem gadai emas, namun juga diikuti oleh 
perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Secara umum, pelaksanaan 
gadai di perbankan maupun pegadaian tidak jauh berbeda. Namun memiliki 
perbedaan, seperti akad yang digunakan, jangka waktu pembayaran dan biaya 
ujrah (Fuaddi, 2017:206-207). 
Berikut perbedaan sistem gadai di perbankan syariah dan pegadaian 
syariah di Indonesia: 
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Tabel 1.1 
Perbedaan Sistem Gadai 
 
No Ketentuan Perbankan Syariah Pegadaian Syariah 
1. Akad Qard, Rahn, dan Ijarah Rahn dan Ijarah 
2. Jangka waktu Maksimal 3 bulan atau 90 
hari 
Maksimal 4 bulan atau 120 
hari 
3. Biaya ujrah Biaya ujrah dikenakan per 
hari 
Biaya ujrah dikenakan per 
10 hari 
Sumber: Fuaddi, Mekanisme Penerapan Produk Gadai Emas, 2017 
Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang 
pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dari kajian. Penelitian ini berbeda 
dengan penelitian sebelumnya karena titik tekan penelitian ini adalah pada 
bagaimana implementasi pengenaan biaya ijarah pada produk gadai (rahn) emas 
di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru. Agar dapat diketahui secara 
signifikasi atau perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 
dilakukan baik secara teori, metodologi dan lain sebagainya. 
Penelitian yang dilakukan Shuib dan Ezahar (2014:59) mengungkapkan 
bahwa implementasi rahn menerapkan prinsip wadiah yadh dhamanah dan qard 
al-hassan. Mekanismenya sudah sesuai dengan syariah, namun pada biaya 
penyimpanan ditentukan dari besarnya pinjaman yang didapatkan oleh nasabah 
Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad. 
Sementara itu Wardhani dan Fanani (2015:1034) mengungkapkan dalam 
praktek rahn di BSM KCP Dharmahusada Surabaya terdapat 4 domain yang telah 
memenuhi fatwa DSN-MUI yaitu pada domain pemanfaatan marhun, 
pemeliharaan dan penyimpanan marhun, penjualan atau pelelangan marhun serta 
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biaya atas akad ijarah. Sedangkan pada domain biaya atas marhun terhadap biaya 
ijarah terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa.  
Studi yang dilakukan oleh Mahmudahningtyas (2015:8) mengungkapkan 
secara garis besar pegadaian syariah cabang Landungsari Malang sudah mematuhi 
aturan. Namun terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan konsep syariah yaitu 
adanya penggabungan akad rahn dan ijarah, penentuan biaya ijarah dan 
administrasi yang didasarkan pada besarnya pinjaman, serta kurang 
diperhatikannya status kepemilikan emas. Terlepas dari itu, sistem pelelangan 
sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. 
Di lain pihak, penelitian Arispen, Hidayat dan Malik (2016:121) 
mengungkapkan bahwa pelaksanaan penentuan ijarah dalam gadai syariah di 
pegadaian syariah Situsaeur Bandung sudah sesuai dengan fatwa. Namun masih 
belum maksimal karena belum ada pemberitahuan kepada nasabah tentang adanya 
diskon ijarah. Penentuan diskon pun ditentukan dari biaya ijarah yang dikenakan 
pada nasabah yang dihitung sesuai persentase nilai taksiran jumlah pinjaman 
nasabah. 
Penelitian yang dilakukan oleh Purbasari dan Rahayu (2017:168) 
mengungkapkan pengenaan biaya administrasi pada akad rahn tidak lah tepat 
karena pegadaian syariah cabang Pamekasan dalam praktiknya mengenakan biaya 
administrasi berdasarkan golongan pinjaman. Sehingga pengenaan biaya 
administrasi tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI. 
Sejalan dengan studi yang dilakukan Hasan dan Rosdalina (2017:105) 
dalam implementasi di pegadaian syariah cabang Istiqlal Manado pada produk 
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rahn emas dari segi penentuan tarif ijarah selalu berubah sesuai dengan jumlah 
pinjaman yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah. Apabila semakin besar 
atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan nasabah, maka semakin besar 
pula nasabah dikenakan tarif ijarah. Begitu pun sebaliknya. 
Sementara itu Hasan, Syarifudin dan Luntajo (2016:45-46) 
mengungkapkan terjadi ketidaksesuaian berdasarkan fatwa DSN-MUI, yaitu 
terdapat dua akad dalam satu transaksi (rahn dan ijarah). Selain itu, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan marhun ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
Dari berbagai kajian baik melalui observasi awal, jurnal-jurnal dan data-
data yang didapatkan di lapangan maupun media lainnya yang sudah dipaparkan, 
maka terlihat jelas bahwa pentingnya pegadaian syariah sebagai lembaga 
penjamin di Indonesia dengan persyaratan dan prosedurnya yang sederhana 
sehingga membutuhkan waktu yang singkat untuk memperoleh dana. 
Permasalahan yang timbul adalah mekanisme gadai (rahn) di beberapa pegadaian 
di Indonesia berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang masih terdapat 
ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI.  
Berdasarkan urgensi bahwa produk gadai (rahn) emas di pegadaian 
syariah sangat membantu nasabah dalam mendapatkan pinjaman sesuai dengan 
kebutuhan dan kepemilikan emas sebagai barang jaminan. Kepercayaan 
masyarakat kepada pegadaian syariah di setiap tahun mengalami peningkatan 
yang diikuti dengan jumlah nasabah yang semakin meningkat pula mengenai 
produk rahn emas.  
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Serta mekanisme dan pengenaan biaya ijarah pada gadai (rahn) di 
beberapa pegadaian di Indonesia berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang 
masih terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI. Sehingga penulis 
tertarik untuk meneliti “Implementasi Pengenaan Biaya Ijarah Pada Produk Gadai 
(Rahn) Emas di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis mengambil 
permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :  
1. Nasabah memilih menggunakan produk gadai emas di pegadaian syariah 
bukan karena takut akan riba dan dosa, tetapi karena jumlah pinjaman yang 
akan didapat lebih besar dibandingkan pegadaian konvensional maupun 
lembaga keuangan yang lain. Pernyataan ini didasarkan pada hasil observasi 
awal melalui 3 informan nasabah gadai (rahn) emas Cabang Pegadaian 
Syariah Solo Baru. 
2. Terdapat 8 informan nasabah gadai (rahn) emas di Cabang Pegadaian Syariah 
Solo Baru yang mengeluhkan masih adanya bunga di CPS Solo Baru. Mereka 
merasakan biaya yang harus dikeluarkan masih belum syariah, walaupun 
biaya-biaya tersebut tidak sebesar di lembaga keuangan yang lain. Mereka 
juga mengaku tidak mengetahui biaya tersebut digunakan. 
3. Masih terdapat ketidaksesuaian mekanisme dan pengenaan biaya ijarah 
dengan fatwa DSN-MUI mengenai produk rahn dan rahn emas di beberapa 
pegadaian syariah Indonesia yang dibuktikan dengan penelitian-penelitian 
terdahulu. 
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1.3. Batasan Masalah 
Pembatasan masalah penelitian ditetapkan agar dalam penelitian ini fokus 
pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan 
tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sasarannya, ruang lingkup 
penelitian yang penulis lakukan terbatas pada : 
1. Objek dari penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan di Cabang Pegadaian 
Syariah (CPS) Solo Baru karena merupakan pelaku yang menjalankan 
seluruh transaksi di pegadaian syariah sesuai dengan tugasnya. Pimpinan 
merupakan kepala cabang dari CPS Solo Baru. Karyawan yang ditentukan 
berkaitan dengan transaksi gadai (rahn) emas. 
2. Penelitian ini membahas mengenai implementasi dan pengenaan biaya ijarah 
pada produk gadai (rahn) emas di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo 
Baru.  
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan 
pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan gadai (rahn) emas yang diterapkan di Cabang 
Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru? 
2. Bagaimana mekanisme pengenaan biaya atas akad ijarah pada produk gadai 
(rahn) emas di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk : 
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1. Mengetahui pelaksanaan gadai (rahn) emas yang diterapkan di Cabang 
Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru. 
2. Mengetahui  mekanisme pengenaan biaya atas akad ijarah pada produk gadai 
(rahn) emas di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 
1.6.1. Bagi Akademisi 
1. Sebagai bahan informasi dan wawasan yang diharapkan dapat dijadikan 
sebagai karya ilmiah yang layak dipercaya dan sebagai sumber referensi 
untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. 
2. Memperbanyak literatur mengenai pegadaian syariah yang dipergunakan 
untuk kajian ilmiah. 
1.6.2. Bagi Praktisi 
1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang 
bergerak di bidang lembaga keuangan syariah non bank untuk memperbaiki 
implementasi pengenaan biaya ijarah produk gadai (rahn) emas agar sesuai 
dengan fatwa DSN-MUI. 
1.6.3. Bagi Perusahaan 
1. Memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
bagi Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru mengenai implementasi pengenaan 
biaya ijarah produk gadai (rahn) emas agar dapat tercapai tujuan bersama. 
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1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.8. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan berguna untuk memberikan gambaran yang jelas 
dari pokok permasalahan yang ada, secara sistematika penulisan skripsi yang akan 
disusun adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian 
dan sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Berisi tentang penggambaran teori yang melandasi 
penelitian ini dan hasil penelitian yang relevan. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini akan membahas mengenai desain penelitian, 
subyek dan informan penelitian, lokasi dan waktu 
penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan 
data, teknik analisis data dan triangulasi. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan membahas gambaran umum, hasil penelitian 
dan pembahasan. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi tentang uraian singkat kesimpulan dan saran-saran 
bagi pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan 
penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Produk Gadai (Rahn) Emas 
2.1.1. Definisi Gadai (Rahn) Emas 
Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah nama barang 
yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Dalam teorinya, rahn menjadikan 
suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan 
adanya benda yang menjadi tanggungan itu maka seluruh atau sebagian utang 
dapat diterima (Alanshori, 2017:120). 
Menurut Sudarsono (2015:172) pengertian rahn yang merupakan 
perjanjian utang piutang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan 
benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai 
harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagian 
manfaat barangnya itu. 
Adam (2018:278) mendefiniskan rahn sebagai perjanjian penyerahan 
barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan 
boleh mengambil utang. Dengan demikian, tampak bahwa fungsi dari barang 
jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan, dan keamanan atas 
utang yang dipinjamkannya.  
Sedangkan definisi gadai (rahn) emas menurut Mahmudahningtyas 
(2015:3) adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta 
atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (rahin) kepada pemberi pinjaman 
(murtahin) untuk dikelola dengan prinsip rahn yaitu sebagai jaminan (marhun) 
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atas peminjaman atau utang (marhun bih) yang diberikan kepada nasabah atau 
pinjaman tersebut. 
2.1.2. Landasan Hukum Gadai 
Landasan hukum gadai (rahn) tertuang di dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 
yang berbunyi: 
اُُ َََتَن ََََا ََ
ُُِ ْت ؤا ِذِا لؤاِّدَؤُتيتلَتفانًضتعَتبا تمُكُضتعَتبا ََ
َََِا تنَِإفاٌةَضوُب تقََاٌننَِهرَفانًِبتنَكاؤوُدَِتَاَتلَواٍرَفَساٰىَلَعاتمَُتنُكا تنِإَو
﴾٣٨٢:ةرقبلؤ﴿ااٌاميِلَعَات َوُلَمتعَت اَنبِاُُ  للؤَاواُُ ُبتلَتقٌاِثِآاُُ  َ َِإفانَه تمَُ تكَيا َت َََواَةَدنَه شلؤاؤوُمَُ تكَتاَلََواُُ  بَراَُ  للؤاِق ََيتلَو  
Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. 
Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah kamu 
menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, 
sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah:283) 
 
Menurut Fuaddi (2017:186) ayat tersebut merupakan dalil bahwa gadai 
diperbolehkan dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan. Penyebutan gadai 
dalam perjalanan hanyalah sebagai contoh umum, karena dalam perjalanan 
biasanya tidak ada penulis atau saksi. 
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2.1.3. Rukun dan Syarat Gadai 
Setiap akad harus memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan 
oleh para ulama fiqh. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka 
rahn tidak sah. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal ini, namun secara 
syarat sah dan rukun dalam menjalankan pegadaian sebagai berikut : 
a. Rukun gadai 
Menurut Fuaddi (2017:191) bahwa para ulama fiqh berbeda pendapat 
dalam menetapkan rukun ar-rahn. Menurut jumhur ulama rukun ar-rahn ada 
empat, yaitu shighat (lafal ijab dan qabul), orang yang berakad (ar-rahin dan al-
murtahin), harta yang dijadikan agunan (al-marhun), dan utang (al-marhun bih).  
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ar-rahn hanya ijab 
(pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan qabul 
(pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu). Di 
samping itu, untuk menyempurnakan akad ar-rahn, maka diperlukan al-qabdh 
(penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan 
akad, harta yang dijadikan agunan, dan utang, termasuk syarat-syarat ar-rahn, 
bukan rukun. 
Dari beberapa pendapat mengenai rukun gadai (rahn), dapat dijabarkan 
antara lain : 
1)  Ar-Rahin (yang menggadaikan) 
Ar-rahin merupakan orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, 
dan memiliki barang yang akan digadaikan. 
2)  Al-Murtahin (yang menerima gadai) 
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Al-Murtahin yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin 
untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). 
3)  Al-Marhun / rahn (barang yang digadaikan) 
Al-Marhun merupakan barang yang digunakan rahin untuk dijadikan 
jaminan dalam mendapatkan utang. 
4)  Al-Marhun bih (utang) 
Al-Marhun bih merupakan sejumlah dana yang diberikan murtahin 
kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. 
5)  Sighat, Ijab dan Qabul  
Sighat, ijab dan qabul merupakan kesepakatan antara rahin dan murtahin  
dalam melakukan transaksi gadai. 
b. Syarat sah perjanjian gadai 
Syarat sah dalam perjanjian gadai adalah sebagai berikut : 
1) Aqidain 
Berkaitan dengan rahn, syarat bagi para pihak yang berakad adalah para 
pihak harus berakal, sudah baligh, dan tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa. 
Pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai 
harus sudah cakup hukum. Cakap hukum di sini berarti berakal, sudah dewasa 
atau baligh serta tidak dalam paksaan. 
Sedangkan menurut Fuaddi (2017:191) pelaku akad mencakup dua pihak, 
yaitu penggadai dan penerima gadai. Kedua orang yang berakad harus memenuhi 
kriteria al-ahliyah. Menurut ulama Syafi’iyah, ahliyah adalah orang yang telah 
sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus 
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baligh. Sehingga, anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang yang bodoh 
berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn. 
2) Ijab qabul (sighat) 
Sudarsono (2015:175) mengemukakan syarat sighat antara lain : 
a. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu 
di masa depan. 
b. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya 
akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan 
suatu waktu di masa depan. 
3) Marhun bih (utang) 
Sudarsono (2015:175-176) mengungkapkan syarat marhun bih antara lain : 
a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada 
pemiliknya. 
b. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa 
dimanfaatkan, maka tidak sah. 
c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur 
atau tidak dikuantifikasi rahn itu tidak sah. 
Lain halnya dengan pendapat ulama Hanabilah dan Syafi’iyah yang 
memberikan syarat bagi marhun bih, yaitu: 
a. Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan. 
b. Utang harus lazim pada waktu akad. 
c. Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin (Fuaddi, 2017:193). 
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4) Marhun (barang jaminan) 
Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Berdasarkan 
kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau yang 
menjadi jaminan utang adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi 
objek jual beli. Hal karena barang jaminan tersebut harus dapat dijual oleh 
penerima pinjaman (murtahin) atau di saat orang yang menggadaikan tidak 
mampu membayar utangnya (Adam, 2018:284). 
Sudarsono (2015:176) mengungkapkan syarat marhun antara lain : 
a. Harus diperjualbelikan. 
b. Harus berupa harta yang bernilai. 
c. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah. 
d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan 
harus berupa barang yang dterima secara langsung. 
e. Harus dimiliki oleh rahin (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin 
pemiliknya. 
2.1.4. Akad Perjanjian Transaksi Gadai (Rahn) Emas 
Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa penggadaian bisa sah bila memenuhi 
tiga syarat : 
1) Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. 
2) Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak 
terhalang, seperti mushaf. 
3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan utang 
gadai. 
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Berdasarkan fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tentang rahn dan rahn 
emas, akad perjanjian yang digunakan adalah : 
1) Akad ar-Rahn 
Akad rahn pada dasarnya adalah kesepakatan antara rahin untuk 
menyimpan barangnya (marhun) kepada murtahin di kantor pegadaian syariah. 
Sehingga rahin akan membayar sejumlah ongkos kepada murtahin atas biaya 
penyewaan dan penjagaan terhadap marhun (Salsabila, 2017:18). Menurut 
Arispen, Hidayat dan Malik (2016:116) akad rahn dilakukan pihak pegadaian 
syariah untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. 
2) Akad al-Ijarah 
Menurut Arispen, Hidayat dan Malik (2016:116), akad ijarah yaitu akad 
pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa 
diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini 
dimungkinkan bagi pegadaian syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan 
barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. 
Akad ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian 
kompensasi yaitu antara pemilik yang menyewakan manfaat (muajjir), dalam hal 
ini adalah pihak pegadaian syariah, dan penyewa atau nasabah (mustahjir). 
Sedangkan sesuatu yang diambil manfaatnya atau tempat penitipan disebut major 
dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan ujrah (Salsabila, 
2017:19). 
Dari akad ini menjelaskan bahwa nasabah atau mustahjir menitipkan 
barangnya kepada muajjir untuk dijaga dan dirawat. Disitulah seorang mustahjir 
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wajib memberikan ujrah kepada muajjir atau pegadaian syariah (Salsabila, 
2017:19). Menurut Sutedi (2011) dalam Salsabila (2017:19) penentuan ujrah 
harus dinyatakan dengan nominal buka prosentase. Penerapan ini dimaksudkan 
untuk menghindari diri dari praktik riba. Sifatnya harus jelas, nyata, serta terbatas 
pada hal-hal yang mutlak diperlukan, serta semua biaya sesuai dengan hal yang 
telah disepakati di awal. 
2.1.5. Fatwa Produk Gadai (Rahn) Emas 
Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn 
menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang 
dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut : 
1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun 
(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 
2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun 
tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, kecuali seizin rahin, dengan tidak 
mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya 
pemeliharaan dan perawatannya. 
3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 
rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan 
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 
4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman. 
5) Penjualan marhun 
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a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera 
melunasi utangnya. 
b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual 
paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 
c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan 
dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi 
kewajiban rahin. 
Sedangkan fatwa lain yang digunakan adalah fatwa DSN-MUI Nomor: 
26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas yang menetapkan bahwa : 
1) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn. 
2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai 
(rahin). 
3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran 
yang nyata-nyata diperlukan. 
4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah. 
 
2.2. Pengenaan Biaya Ijarah 
Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn  
menetapkan bahwa “Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak 
boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Hal tersebut yang membedakan 
antara mekanisme gadai di pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. 
Pegadaian konvensional menerapkan tarif berdasarkan jumlah pinjaman. 
Semakin besar jumlah pinjaman maka semakin besar pula bunga yang dibebankan 
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kepada nasabah yang menggadaikan barangnya di pegadaian. Hal ini tidak 
diperkenankan diterapkan di pegadaian syariah karena semua lembaga keuangan 
syariah (LKS) harus menerapkan produk yang berpedoman langsung pada fatwa 
DSN-MUI (Hasan dan Rosdalina, 2017:97). 
Tabel 2.2 
Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah 
 
Pegadaian Konvensional Pegadaian Syariah 
Didasarkan pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 103 tahun 2000 
Didasarkan pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 103 tahun 2000 dan Hukum 
Agama Islam 
Biaya administrasi berdasarkan 
prosentase berdasarkan golongan 
barang 
Biaya administrasi menurut ketetapan 
berdasarkan golongan barang 
Apabila pengembalian pinjaman lebih 
dari perjanjian, barang gadai dilelang 
kepada masyarakat 
Apabila lama pengembalian pinjaman 
lebih dari akad, barang gadai dijual 
kepada masyarakat 
Sewa modal dihitung dengan : 
prosentase × uang pinjaman 
Jasa simpanan dihitung dengan : 
konstanta × taksiran  
Maksimal jangka waktu 3 bulan Maksimal jangka waktu 4 bulan 
Apabila dalam satu tahun uang 
kelebihan lelang tidak diambil, maka 
uang tersebut menjadi milik pegadaian 
Apabila dalam satu tahun uang 
kelebihan penjualan tidak diambil, 
maka akan diserahkan kepada lembaga 
ZIS (digunakan untuk kemaslahatan 
umat) 
1 hari dihitung 15 hari 1 hari dihitung 10 hari 
Mengenakan bunga (sewa modal) 
terhadap nasabah yang memperoleh 
pinjaman 
Tidak mengenakan bunga pada nasabah 
yang mendapatkan pinjaman 
Istilah-istilah yang digunakan yaitu 
gadai, penggadai, nasabah, barang 
jaminan dan pinjaman 
Istilah-istilah yang digunakan yaitu 
rahn, murtahin, rahin, marhun dan 
marhun bih 
Sumber: diolah penulis dari berbagai literatur 
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Pengenaan biaya atas akad ijarah dalam produk rahn emas berikut ini bisa 
berubah sesuai dengan kebijakan pimpinan di PT. Pegadaian (Persero), 
gambarannya sebagai berikut: 
1) Biaya Sewa Tempat Penyimpanan Barang Gadai 
Menurut Hasan dan Rosdalina (2017:99) biaya sewa tempat penyimpanan 
barang gadai syariah (rahn) didasarkan kepada besarnya tarif jasa simpan. Hal ini 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan. 
b. Tarif jasa simpan dihitung per 5 (lima) hari. 
c. Barang jaminan perhiasan (emas), jika marhun tersebut ditebus, maka 
dikenakan tarif jasa simpan sebesar Rp 90 per 10 (sepuluh) hari masa 
penyimpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran marhun emas. 
d. Batas waktu biaya simpanan adalah 4 bulan atau 120 hari, namun apabila 
sebelum 4 bulan, misalnya 3 bulan nasabah sudah mampu mengembalikan, 
maka pegadaian syariah dapat mengambil kebijakan sisa pembayaran 1 bulan, 
misal diwajibkan selama 4 bulan adalah Rp 400.000 makan Rp 100.000 
sebagai bonus bagi nasabah, sehingga yang dibayarkan nasabah kepada 
pegadaian syariah adalah Rp 300.000. 
Menurut Hasan dan Rosdalina (2017:100) ijarah merupakan biaya gadai 
yang menjadi hak pegadaian syariah. Besarnya biaya ijarah atau tarif jasa simpan 
di pegadaian syariah memiliki rumus sendiri dan dihitung setiap 10 hari, dengan 
rumus: 
Ijarah = (Taksiran/Rp 10.000) × Tarif × (Jangka Waktu) / 10 hari 
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2) Mekanisme Penetapan Biaya Tarif Jasa Simpan (Ijarah) 
Hasan dan Rosdalina (2017:100-101) menyatakan bahwa tarif jasa simpan 
(ijarah) mencakup biaya pemakaian space dan pemeliharaan barang jaminan 
(marhun). Tarif jasa simpan emas memiliki ketentuan yaitu: 
a. Tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang yang dijadikan jaminan 
(marhun). 
b. Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa simpan dengan 
kelipatan 10 hari (1 hari dihitung 10 hari), dengan rumus: 
Jasa Simpan = (Taksiran/Rp 10.000) × Rp 85 × Jangka Waktu / 10 hari 
 
Berikut merupakan simulasi perhitungan jika ingin menggadaikan emas 
batangan sebesar 25 gram. Misalkan, harga taksiran saat ini adalah Rp 300.000 
per gram. Dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Taksiran  = 25 × Rp 300.000 
   = Rp 7.500.000 
Dana Pinjaman = 90% × Taksiran 
   = 90% × Rp 7.500.000  
= Rp 6.750.000 
Ijarah   = (Taksiran/Rp 10.000) × Tarif × (Jangka Waktu/10 hari) 
   = (Rp 7.500.000/Rp 10.000) × 80 × (10/10) 
   = 750 × 80 × 1   
= Rp 60.000 per 10 hari 
Biaya Adminstr = Rp 25.000 
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Perhatikan bahwa kewajiban atas dana pinjaman yang diambil adalah 
Rp60.000 per 10 hari. Jika nasabah mengambil jangka waktu 10 bulan, jumlah 
tersebut akan menjadi Rp180.000 per bulan untuk dana pinjaman sebesar 
Rp6.750.000 (Hasan dan Rosdalina, 2017:101-102). 
2.2.1. Fatwa Pembiayaan Ijarah  
Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan ijarah menetapkan fatwa tentang pembiayaan ijarah dimana rukun 
dan syarat ijarah sebagai berikut: 
1) Sighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak 
yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. 
2) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan 
penyewa/pengguna jasa. 
3) Obyek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa serta manfaat jasa dan 
upah. 
Sedangkan ketentuan objek ijarah yaitu: 
1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. 
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam 
kontrak. 
3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). 
4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. 
5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan 
jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. 
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6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 
7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada 
LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam 
jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. 
8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis 
yang sama dengan obyek kontrak. 
9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan 
dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 
Kemudian kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah 
dijelaskan sebagai berikut: 
1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 
a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. 
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang. 
c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 
2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: 
a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan 
barang serta menggunakannya sesuai kontrak. 
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil). 
c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan 
yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam 
menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. 
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2.3. Pegadaian Syariah 
2.3.1. Definisi Pegadaian Syariah 
Pegadaian merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang secara 
resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa 
pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum 
gadai. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar 
hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan 
informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari 
masyarakat (Hadiana, 2015:2). 
Dalam perkembangannya kemudian pegadaian mengembangkan gadai 
dengan sistem syariah. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam 
menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Sama halnya 
dengan perbankan syariah, pegadaian syariah tidak mengenal sistem kredit tetapi 
menggunakan istilah pembiayaan. Selain itu juga tidak mengenal sistem bunga 
(Hadiana, 2015:2-3). 
Menurut Sudarsono (2015:185) pegadaian syariah sebagai lembaga 
keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan 
di sektor riil. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian syariah 
adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka 
pendek dengan margin yang rendah. Oleh karena itu barang jaminan pegadaian 
dari masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari-hari yang nilainya 
rendah. 
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2.3.2. Operasional Pegadaian Syariah 
Menurut Adam (2018:288-289) secara teknis, implementasi akad rahn 
dalam lembaga pegadaian adalah sebagai berikut. 
1. Nasabah menjaminkan barang (marhun) kepada pegadaian syariah untuk 
mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan 
tersebut untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. 
2. Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi 
jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan dan biaya administrasi. 
3. Pegadaian syariah memberikan pelayanan atau jasa yang dibutuhkan nasabah 
sesuai kesepakatan. 
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada 
saat jatuh tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat 
diperpanjang 1 (satu) kali masa jatuh tempo, demikian seterusnya. Apabila 
nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak dapat 
memperpanjang akad gadai, maka pegadaian dapat melakukan kegiatan 
pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman. 
5. Pegadaian (murtahin) mengembalikan harta benda yang digadai (marhun) 
kepada pemiliknya (nasabah). 
 
2.4. Implementasi Pengenaan Biaya Ijarah Pada Produk Rahn Emas  
Produk gadai (rahn) emas merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh 
pegadaian syariah. Dalam penerapannya, pegadaian syariah memiliki aturan yang 
sudah ditetapkan oleh syariah. Mekanisme gadai (rahn) emas dikatakan syariah 
apabila ketentuan fiqh, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sah gadai.  Suatu akad 
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dinyatakan sah untuk dilaksanakan apabila rukun dan syarat tersebut dipenuhi 
secara sempurna yang meliputi pihak yang berakad, adanya ijab dan qabul, 
adanya marhun bih dan adanya marhun (barang jaminan).  
Selain itu, mekanisme pengenaan biaya ijarah pada gadai (rahn) emas di 
pegadaian syariah dikatakan sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi unsur-
unsur yang berada di dalam fatwa DSN-MUI. Fatwa yang digunakan dalam 
transaksi gadai (rahn) emas adalah fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang rahn, fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 
tentang rahn emas, dan fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan ijarah.  
Beberapa peneliti dari berbagai jurnal memaparkan indikator dalam 
menentukan pengenaan biaya ijarah dari produk gadai (rahn) emas di pegadaian 
syariah di Indonesia, antara lain : 
Tabel 2.4 
Indikator Pengenaan Biaya Ijarah Gadai (Rahn) Emas 
 
NO NAMA INDIKATOR 
1 Afdhila (2016)  Penentuan biaya ujrah 
 Penggabungan akad 
 Penetapan biaya administrasi 
 Penjualan barang jaminan  
2 Hasan dan Rosdalina (2017)  Penentuan tarif jasa simpan 
 Penetapan biaya administrasi 
 Penetapan sewa tempat 
3 Purbasari dan Rahayu 
(2017) 
 Pengenaan biaya administrasi 
 Penerapan akad rahn sebagai akad utama 
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4 Hasan, Syarifuddin dan 
Luntajo (2016) 
 Penerapan tarif jasa simpan 
 Penggabungan akad 
 Pemberian informasi mengenai diskon 
ijarah 
 Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
Sumber: diolah penulis dari berbagai literatur 
 
Dengan demikian, penulis menganalisis bahwa terdapat 5 indikator yaitu 
dilihat dari segi pemanfaatan marhun bih, penetapan biaya administrasi, 
penyimpanan marhun, penetapan tarif ujrah dan penjualan barang jaminan. 
Indikator tersebut di dapat melalui fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang rahn, fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 
tentang rahn emas, fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan ijarah, dan jurnal-jurnal terdahulu. 
 
2.5. Hasil Penelitian Yang Relevan 
Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang 
pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian ini berbeda 
dengan penelitian sebelumnya karena titik tekan penelitian ini yaitu pada 
bagaimana implementasi pengenaan biaya ijarah pada produk gadai (rahn) emas 
di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru. Agar dapat diketahui secara 
signifikan atau perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 
dilakukan baik secara teori, metodologi dan lain sebagainya. 
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Tabel 2.5 
Hasil Penelitian Relevan 
 
Judul Peneliti, Metode, 
Sampel 
Hasil Penelitian 
Analisis Implementasi 
Pembiayaan Ar-Rahn 
(Gadai Syariah) Pada 
Kantor Pegadaian 
Syariah Cabang 
Landungsari Malang 
Afdhila (2016), penelitian 
kualitatif dengan metode 
studi kasus tipe 
eksplanoritas,  
wawancara dengan 
pimpinan kantor cabang, 
petugas administrasi dan 
pembayaran serta 
penaksir 
Dalam pembiayaannya 
terdapat beberapa aspek 
yang harus disesuaikan 
oleh perusahaan, yaitu 
mengenai penetapan tarif 
ujrah yang secara 
substansif masih 
berdasarkan pinjaman, 
biaya administrasi yang 
ditentukan berdasarkan 
besarnya pinjaman, serta 
adanya penggabungan 
akad rahn dan ijarah. 
Analisis Penerapan Akad 
Rahn (Gadai) dan 
Pengenaan Biaya 
Administrasi Rahn di 
Pegadaian Syariah (Studi 
Empiris di Kantor 
Cabang Pegadaian 
Syariah Pamekasan) 
Purbasari dan Rahayu 
(2017), penelitian hukum 
empiris, wawancara 
dengan pimpinan CPS 
Pamekasan, customer 
service officer (CSO) dan 
nasabah CPS Pamekasan 
Praktik di pegadaian 
syariah Pamekasan tidak 
konsisten dengan aturan 
yang ada serta tidak 
sesuai dengan konsep 
gadai dalam hukum Islam 
yang disebabkan 
lemahnya pengawasan 
DPS. Selain itu, 
pengenaan biaya 
administrasi di Cabang 
Pegadaian Syariah 
Pamekasan ditentukan 
berdasarkan golongan 
pinjaman, sehingga dapat 
dikategorikan sebagai 
riba qardh. 
Implementasi Akad 
Ijarah di Pegadaian 
Syariah Manado 
Hasan dan Rosdalina 
(2017), penelitian terapan 
dengan menggunakan 
metode penelitian 
kualitatif atau 
naturalistik, wawancara 
dengan semua pegawai 
yang terlibat langsung 
dalam proses penerapan 
Implementasi dari segi 
penentuan tarif ijarah 
selalu berubah sesuai 
dengan jumlah pinjaman 
yang diberikan oleh pihak 
pegadaian syariah 
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akad ijarah yang 
berjumlah 4 orang 
Tinjauan Hukum Islam 
dalam Penerapan Akad 
Ijarah pada Produk Rahn 
di Cabang Pegadaian 
Syariah Istiqlal Manado 
Hasan, Syarifuddin dan 
Luntajo (2016), metode 
penelitian kualitatif, 
wawancara dengan 2 
orang anggota komisi 
fatwa MUI provinsi 
Sulawesi Utara 
Tinjauan hukum Islam 
masih belum sesuai 
dengan ketentuan syariah. 
Hal ini disebabkan 
kurangnya pengawasan 
dari DPS berkaitan 
dengan diskon ijarah 
serta penerapan produk 
yang tidak konsisten 
Kesesuaian Produk Gadai 
Emas Berdasarkan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) di Bank 
Syariah Mandiri 
Surabaya 
Wardhani dan Fanani 
(2015), metode 
pendekatan penelitian 
kualitatif, wawancara 
dengan area sales 
manager, officer gadai, 
PJOG dan quality 
assurance 
Dalam praktek rahn di 
BSM KCP 
Dharmahusada Surabaya 
terdapat 4 domain yang 
telah memenuhi fatwa 
DSN-MUI yaitu pada 
domain pemanfaatan 
marhun, pemeliharaan 
dan penyimpanan 
marhun, penjualan atau 
pelelangan marhun serta 
biaya atas akad ijarah. 
Sedangkan pada domain 
biaya atas marhun 
terhadap biaya ijarah 
terdapat ketidaksesuaian 
dengan fatwa. 
Analisis Kesyariahan 
Transaksi Rahn Emas 
(Studi pada Pegadaian 
Syariah Cabang 
Landungsari Malang) 
Mahmudahningtyas 
(2015), metode content 
analysis dengan 
pendekatan kualitatif, 
wawancara dengaan 
pihak pegadaian syariah 
Secara garis besar 
pegadaian syariah cabang 
Landungsari Malang 
sudah mematuhi aturan. 
Namun terdapat hal-hal 
yang kurang sesuai 
dengan konsep syariah 
yaitu adanya 
penggabungan akad rahn 
dan ijarah, penentuan 
biaya ijarah dan 
administrasi yang 
didasarkan pada besarnya 
pinjaman, serta kurang 
diperhatikannya status 
kepemilikan emas. 
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Terlepas dari itu, sistem 
pelelangan sudah sesuai 
dengan fatwa DSN-MUI 
Sumber: diolah penulis dari berbagai literatur 
 
Berdasarkan urgensi bahwasanya implementasi pengenaan biaya ijarah 
pada produk rahn emas menjadi pembeda dengan pegadaian konvensional. 
Namun sayangnya beberapa pegadaian syariah di Indonesia masih terdapat 
penyimpangan dan ketidaksesuaian dengan fatwa. Selain itu, kurangnya 
pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah di pegadaian syariah. Hal ini membuat 
peneliti tertarik untuk membahas hal tersebut. Maka penelitian ini akan fokus 
pada judul “Implementasi Pengenaan Biaya Ijarah Pada Produk Gadai (Rahn) 
Emas di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru”. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1. Desain Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengenaan biaya 
ijarah pada produk gadai (rahn) emas di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo 
Baru dalam memberikan informasi kepada nasabah dan masyarakat. Metode 
penelitian kualitatif dinamakan juga sebagai metode interpretive karena data hasil 
penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di 
lapangan (Sugiyono, 2010:14). 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti 
berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena 
dalam suatu keadaan alamiah dengan membuat catatan lapangan secara ekstensif 
yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dengan berbagai cara (Lexy dan 
Moleong, 2013:11). Dengan mengambil suatu objek penelitian yaitu pimpinan 
dan karyawan yang berkaitan dengan transaksi gadai (rahn) emas di Cabang 
Pegadaian Syariah Solo Baru. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. 
Artinya data yang dikumpulkan adalah data berupa kata-kata, gambar dan bukan 
angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data 
untuk memberi gambaran penyajian laporan yang berisi naskah wawancara, foto,  
dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya (Lexy dan 
Moleong, 2013:11).  
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Tujuan penelitian analisis deskriptif adalah untuk membuat pencandraan 
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 
atau daerah tertentu (Suryabrata, 2013:75). 
 
3.2. Subyek dan Informan Penelitian 
3.2.1. Subyek Penelitian 
Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2010:194) 
mengungkapkan tentang kriteria subyek. Pertama, subyek adalah orang yang 
paling tahu tentang dirinya sendiri. Kedua, apa yang dinyatakan oleh subyek 
kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Ketiga, interpretasi subyek 
tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama 
dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. 
Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan 
karyawan yang berkaitan dengan transaksi gadai (rahn) emas di Cabang 
Pegadaian Syariah Solo Baru. 
3.2.2. Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai dan dimintai 
informasi oleh pewawancara atau peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah 
pimpinan dan karyawan yang berkaitan dengan transaksi gadai (rahn) emas di 
Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru. 
Teknik penunjukkan informan dalam penelitian ini menggunakan 
purposive sampling, artinya informan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan 
tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling 
tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 
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akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti 
(Sugiyono, 2010:300). 
Kriteria informan menurut Sugiyono (2010:303) sebaiknya memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, 
sehingga sesuatu itu bukan sekadar diketahui, tetapi juga dihayati. 
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 
kegiatan yang tengah diteliti. 
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. 
4. Mereka yang tdak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya 
sendiri. 
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga 
lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. 
Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan data yang sudah 
didapatkan peneliti di lapangan. Dimana ada pimpinan dan karyawan yang 
berkaitan dengan transaksi gadai (rahn) emas di Cabang Pegadaian Syariah Solo 
Baru.  
Selanjutnya pada proses penelitian ini terjadi perubahan pimpinan cabang. 
Perubahan tersebut terjadi pada tanggal 1 Oktober 2018. Terkait dengan 
perubahan tersebut peneliti mewawancarai keduanya. Sehingga peneliti 
mewawancarai yang semula 4 informan menjadi 5 informan yang terdiri dari 
pimpinan cabang periode lama, pimpinan cabang periode baru, kasir, penaksir dan 
pengelola marhun.  
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3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
3.3.1. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti hadir secara langsung di lapangan yang 
berlokasi di Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru yang dilakukan pada tanggal 4 
Januari 2018 dengan pimpinan Cabang Pegadaian Syariah ibu Supriyati guna 
melengkapi data dan keabsahan data. Dari lokasi tersebut penulis bermaksud 
melakukan wawancara dengan pimpinan mengenai gadai (rahn) emas di Cabang 
Pegadaian Syariah Solo Baru dan meminta data nasabah selama 2 tahun terakhir 
sebagai data pendukung. 
Selain itu, peneliti melakukan kegiatan pencarian data dengan ikut serta 
membuka rekening dengan menggadaikan emas senilai Rp 1.000.000 untuk 
marhun bihnya. Sehingga peneliti dapat mengamati proses transaksi gadai (rahn) 
emas mulai dari pengisian formulir pengajuan pinjaman sampai barang jaminan 
(marhun) ditebus. Sekaligus dapat mengamati kinerja karyawan dalam melakukan 
transaksi rahn emas di CPS Solo Baru. 
Observasi dilanjutkan dengan datang langsung ke lokasi penelitian yang 
sama yaitu Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru yang beralamat di Jalan Yos 
Sudarso No. 19B, Kwarasan, Grogol, Sukoharjo sebagai pengumpul data di 
lapangan yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018 dengan 3 informan 
nasabah gadai (rahn) emas sebagai observasi awal guna memahami tentang 
fenomena dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta tempat dimana penulis 
dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan. 
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Selanjutnya pada proses penelitian ini terjadi perubahan alamat kantor, 
kantor CPS Solo Baru yang semula berada di Jalan Yos Sudarso No. 19B, 
Kwarasan, Grogol, Sukoharjo berpindah alamat di Jalan Yos Sudarso No. 398, 
Dawung Tengah, Serengan, Surakarta. Kemudian peneliti melakukan wawancara 
di alamat yang baru guna mengetahui implementasi dan pengenaan biaya atas 
akad ijarah pada rahn emas yang dilakukan pada 2 waktu, yaitu pada tanggal 4 
Oktober 2018 dan 11 Oktober 2018.  
Adapun alasan penulis menjadikan Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru 
sebagai tempat penelitian adalah dengan pertimbangan sebagai berikut: 
1. Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru merupakan satu-satunya 
pegadaian syariah terbesar di Surakarta, sekaligus sebagai pegadaian syariah 
yang bertanggung jawab mengawasi unit pegadaian yang tersebar di seluruh 
Surakarta. 
2. Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru memiliki jumlah nasabah yang 
lebih banyak dibandingkan dengan Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang 
tersebar di Surakarta, terutama nasabah pada produk gadai (rahn) emas. 
3. Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru menjadi tolok ukur bagi Unit 
Pegadaian Syariah yang tersebar di Surakarta dalam menjalankan kegiatan 
sistem gadai. 
3.3.2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian yang dilakukan peneliti dari pengajuan judul penelitian, 
penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data-data sampai terlaksananya 
penelitian ini. Dari bulan Januari 2018 s/d Oktober 2018. 
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3.4. Data dan Sumber Data 
3.4.1. Data Primer 
Data primer adalah data atau informasi yang berhubungan langsung 
dengan penelitian baik melalui kuesioner atau wawancara secara langsung. Data 
primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data 
(Sugiyono, 2010:308). 
Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan 
wawancara langsung dengan informan dalam hal ini pimpinan dan karyawan yang 
menjalankan transaksi gadai (rahn) emas di Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru. 
3.4.2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa 
studi pustaka serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pokok bahasan atau 
yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder merupakan 
data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (Suryabrata, 2013:39). 
Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain fatwa 
DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, fatwa DSN-MUI No.26/DSN-
MUI/III/2002 tentang rahn emas, fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 
tentang pembiayaan ijarah, cabang pegadaian syariah Solo Baru, jurnal-jurnal 
serta data lain yang relevan yang diperlukan dalam penelitian ini. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
3.5.1. Observasi 
Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi 
terstruktur artinya observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa 
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yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya, jadi observasi terstruktur 
dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan 
diamati (Sugiyono, 2010:205). 
Dengan demikian penulis melakukan observasi di Cabang Pegadaian 
Syariah (CPS) Solo Baru dengan pimpinan dan karyawan yang berkaitan dengan 
transaksi gadai (rahn) emas di CPS Solo Baru. Dengan melakukan pengamatan 
langsung baik dengan wawancara guna mendapatkan keabsahan data. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa peneliti melakukan observasi 
terstruktur. Maka berkaitan dengan hal tersebut peneliti membuat form observasi 
sebagai berikut. 
FORM OBSERVASI 
Hari / Tanggal  : 
Observer          : 
Lokasi              : 
 
ISI 
Subyek  
Tujuan Observasi  
Indikator  
 
3.5.2. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh 
dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy 
dan Moleong, 2013:186).  
43 
 
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori 
in-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan 
dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 
menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 
wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2010:318). 
Dengan menggunakan teknik wawancara semi tersetruktur, maka peneliti  
meminta pendapat serta ide-ide yang informan ungkapkan, kemudian peneliti 
akan mencatat ide-ide mereka untuk perbaikan kedepannya. Pada tenik 
wawancara ini, peneliti menggali dan mengumpulkan data dengan mengajukan 
beberapa pertanyaan secara lisan. Dalam hal ini yang menjadi subyek atau 
informan adalah pimpinan dan karyawan yang berkaitan dengan gadai (rahn) 
emas di Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru. 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dalam 3 waktu yaitu tanggal 4 
Januari 2018 dengan dua informan yaitu pimpinan Cabang Pegadaian Syariah 
Solo Baru periode lama dan penaksir CPS Solo Baru, kemudian dilanjutkan pada 
tanggal 4 Oktober 2018 dan 11 Oktober 2018 dengan pimpinan Cabang Pegadaian 
Syariah Solo Baru periode baru, kasir, penaksir dan pengelola marhun di CPS 
Solo Baru. 
Pada metode wawancara ini, peneliti menggali dan mengumpulkan data 
penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan. Dalam hal ini 
yang menjadi subyek atau informan adalah pimpinan dan karyawan yang 
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berkaitan dengan transaksi gadai (rahn) emas di Cabang Pegadaian Syariah (CPS)  
Solo Baru. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa peneliti melakukan wawancara 
semi terstruktur. Maka berkaitan dengan hal tersebut peneliti membuat form 
wawancara sebagai berikut. 
FORM WAWANCARA 
0 1 
 
Hari / Tanggal : 
Pewawancara  : 
Lokasi             : 
 
PERTANYAAN POKOK 
 
 
 
3.5.3. Studi Literatur 
Studi literatur adalah kegiatan yang meliputi mencari informasi secara 
literatur, melokalisasi, menganalisis dokumen yang berhubungan dengan masalah 
yang akan diteliti. Dokumen bisa berupa teori-teori dan bisa pula hasil-hasil 
penelitian yang telah dilakukan mengenai permasalahan yang akan diteliti. 
 
3.6. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
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melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 
diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010:335). 
Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis non-statistik sesuai 
untuk data deskriptif atau data textular. Data deskriptif sering hanya dianalisis 
berdasarkan isinya, karena itu analisis macam ini juga disebut analisis isi (content 
analysis) (Suryabrata, 2013:40). 
Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam 2 tahapan 
yaitu analisis sebelum di lapangan dan analisis selama di lapangan model Miles 
dan Huberman. Proses analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan 
dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan 
digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih 
bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan 
(Sugiyono, 2010:336). 
Sedangkan proses analisis data selama di lapangan dengan model Miles dan 
Huberman adalah analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data 
berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu 
(Sugiyono, 2010:337). 
Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2010:337) 
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 
sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 
conclusion drawing atau verification. 
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a)  Data Reduction  
Data reduction atau reduksi data adalah data yang didapatkan di lapangan 
direduksi dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 
hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 
lebih jelas (Sugiyono, 2010:338).  
b) Data Display 
Data display atau penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data 
dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui 
penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 
hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2010:241).  
c) Conclusion Drawing / Verification 
Dalam tahap ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 
berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang akan dikemukakan pada tahap awal 
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada tahap pengumpulan data, 
maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel 
(Sugiyono, 2010:345). 
 
3.7. Triangulasi 
Triangulasi adalah kredibilitas data atau pengecekan data atau mengecek 
data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Menurut 
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Wiliam Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2010:372) terdapat 3 jenis triangulasi, 
yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Dalam 
penelitian ini menggunakan triangulasi teknik karena sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 
yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggunakan observasi 
partisipatif, wawancara mendalam dengan teknik semi terstruktur dan 
dokumentasi kepada pimpinan dan karyawan yang berkaitan dengan implementasi 
pengenaan biaya ijarah pada gadai (rahn) emas di Cabang Pegadaian Syariah 
Solo Baru serta pemilihan informan dengan teknik purposive sampling. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Pada bab ini peneliti memaparkan fokus penelitian ini yaitu implementasi 
pengenaan biaya ijarah pada produk gadai (rahn) emas di Cabang Pegadaian 
Syariah Solo Baru dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan 
analisis deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan adalah data berupa kata-kata, 
gambar dan bukan angka-angka. 
Dengan demikian laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk 
memberi gambaran penyajian laporan yang berisi naskah wawancara, foto, 
dokumen pribadi, studi literatur dan dokumen resmi lainnya (Lexy dan Moleong, 
2013:11). 
Pada penelitian kualitatif peneliti dituntut dapat menggali data berdasarkan 
apa yang diucapkan, dirasakan dan dilakukan oleh sumber data sesuai dengan 
fakta yang ada di lapangan. Dengan melakukan penelitian melalui pendekatan 
deskriptif maka peneliti harus memaparkan, menjelaskan, menggambarkan data 
yang telah diperoleh oleh peneliti melalui wawancara mendalam yang dilakukan 
dengan para informan pimpinan dan karyawan di Cabang Pegadaian Syariah 
(CPS) Solo Baru. 
Pada bab ini dibagi menjadi 3 bagian agar lebih sistematis dan terarah, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Deskripsi Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru 
2. Hasil penelitian 
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3. Pembahasan  
 
4.2. Sejarah Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru 
Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak 
awal kebangkitan pegadaian, suatu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 
menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktek 
riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai 
landasan kegiatan usaha PT Pegadaian (Persero) sampai sekarang (Manfaati, 
2016:57).  
Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra fatwa 
MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep 
syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang 
menepis anggapan itu. Melalui kajian panjang akhirnya disusunlah konsep 
pendirian Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai langkah awal 
pembentukan devisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah 
(Musyaiyaroh, 2016:57). 
Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem modern, yaitu 
asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. 
fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang 
pegadaian syariah atau ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi 
Usaha Lain PT Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri 
yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional 
(Manfaati, 2016:57). 
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Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit 
Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari 2003. 
Menyusul kemudian pendirian di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan 
Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang 
sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian 
syariah (Manfaati, 2016:57-58). 
Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada 
prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki 
karakteristik sepeti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, 
menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang 
diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan 
bagi hasil (Musyaiyaroh, 2016:58). 
Melihat pesatnya pertumbuhan perbankan di Surakarta, maka PT 
Pegadaian (Persero) Semarang memperbesar sayapnya dengan mendirikan 
Cabang Pegadaian Syariah (CPS) yang berada di Solo Baru dengan alamat Jl. 
Tanjunganom No. 19B Kwarasan, Grogol, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Cabang 
Pegadaian Syariah Solo Baru makin pesat sejalan dengan tingkat pertumbuhan 
jumlah nasabah yang semakin meningkat (Manfaati, 2016:58). Kini, CPS Solo 
Baru berpindah ke Jalan Yos Sudarso No. 398, Dawung Tengah, Serengan, 
Surakarta. 
Hal ini dibuktikan dengan dibukanya unit-unit baru di wilayah Surakarta, 
yaitu pada tahun 2012 CPS Solo Baru membuka Unit Pegadaian Syariah (UPS) 
yang terletak di Kerten. Sampai saat ini, CPS Solo Baru membawahi 5 kantor 
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UPS di wilayah Solo Raya, yaitu UPS Pasar Kliwon, UPS depan UNS, UPS 
Ngabean Kartasura, UPS Pasar Jongke Karanganyar, dan UPS Kerten 
(Musyaiyaroh, 2016:60). 
4.2.1. Visi dan Misi Pegadaian Syariah 
Musyaiyaroh (2016:58-59) visi pegadaian syariah adalah sebagai solusi 
bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang menjadi market leader dan mikro 
berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat. Sedangkan misi 
dari pegadaian syariah yaitu: 
1. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
golongan menengah ke bawah dengan melaksanakan usaha lain dalam rangka 
optimalisasi sumber daya perusahaan. 
2. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu 
memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi. 
3. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan 
kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri 
menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 
4.2.2. Tujuan Berdirinya Pegadaian Syariah 
Sesuai dengan PP RI No. 103 tahun 2000, PT Pegadaian (Persero) 
melakukan kegiatan pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha 
lain, seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan layanan jasa titipan, sertifikasi 
logam mulia, dan lainnya. Sejalan dengan kegiatanya, pegadaian mempunyai 
tujuan untuk: 
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1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke 
bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. 
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak 
wajar lainnya. 
3. Menjadi penyedia jasa dibidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
4.2.3. Struktur Organisasi Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru 
Gambar 4.2.3 
Struktur Organisasi CPS Solo Baru 
 
 
4.2.4. Deskripsi Jabatan 
Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru ini termasuk dalam 
klasifikasi Kantor Cabang Kelas III. Seperti halnya kantor cabang lain, kantor 
CPS Solo Baru memiliki tugas-tugas sesuai jabatan masing-masing pegawai 
pegadaian yang dinyatakan dalam tabel sebagai berikut: 
 
Pimpinan Cabang 
Pegadaian Syariah  
 
Purwiyono, S.E 
Penaksir 
 
Bambang Priyanto, S.E 
Kasir 
 
Rieka Puspita Ningrum, 
S.E, M.M 
Pengelola Marhun 
 
Puri Suprihatin, S.E 
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Tabel 4.2.4 
Deskripsi Jabatan CPS Solo Baru 
 
No JABATAN TUGAS 
1. Pimpinan Cabang - Meyakini atau memastikan bahwa kantor 
cabang telah mempunyai rencana kerja serta 
anggaran kantor cabang dan UPS 
berdasarkan acuan yang telah ditetapkan. 
- Meyakini atau memastikan bahwa target 
bisnis (omzet, nasabah, dan lain-lain) yang 
telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik 
oleh seluruh unit kerja operasional. 
- Merencanakan mengorganisasikan dan 
menyelenggarakan serta mengendalikan 
operasional, administrasi dan keuangan 
kantor cabang dan UPS. 
- Merencanakan, mengorganisasikan dan 
menyelenggarakan kegiatan promosi. 
- Mengawasi kinerja para karyawan, baik di 
cabang maupun unitnya. 
2. Kasir - Melaksanakan penerimaan pelunasan uang 
pinjaman dari nasabah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
- Menerima uang dari hasil penjualan batang 
jaminan yang dilelang. 
- Membayarkan uang pinjaman kepada 
nasabah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
- Melakukan pembayaran segala 
pengelompokkan yang terjadi di kantor 
cabang dan UPS. 
3. Penaksir - Melaksanakan penaksiran terhadap barang 
jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai 
barang serta bukti kepemilikannya dalam 
rangka menentukan dan menetapkan 
golongan taksiran dan uang pinjaman. 
- Melaksanakan penaksiran terhadap barang 
jaminan yang akan dilelang, untuk 
mengetahui mutu dari nilai dalam 
menentukan harga dasar barang yang akan 
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dilelang. 
- Merencanakan dan menyiapkan barang 
jaminan yang akan disimpan agar terjamin 
keamanannya. 
5. Pengelola Marhun - Mengeluarkan barang jaminan emas dan 
perhiasan untuk keperluan pelunasan serta 
pemeriksaan atasan dan pihak lain. 
- Merawat barang jaminan dan gudang 
penyimpanan, agar barang jaminan dalam 
keadaan baik dan aman. 
- Melakukan pencatatan mutasi 
penerimaan/pengeluaran barang jaminan 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
Sumber: Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru 
 
4.3. Hasil Penelitian 
Data hasil penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam dengan teknik 
wawancara semi terstruktur. Dimana informan yang terlibat dalam penelitian ini 
adalah orang-orang yang bekerja di Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru 
berkaitan dengan transaksi gadai (rahn) emas. Secara rinci, informan yang 
diambil adalah pimpinan cabang periode lama, pimpinan cabang periode baru, 
penaksir, kasir, dan pengelola marhun. 
Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui implementasi 
pengenaan biaya ijarah pada produk gadai (rahn) emas di Cabang Pegadaian 
Syariah Solo Baru. Dalam menggali informasi tentang hal tersebut, peneliti 
mengajukan 2 pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana pelaksanaan gadai (rahn) 
emas yang diterapkan di Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru? Kedua, 
Bagaimana mekanisme pengenaan biaya atas akad ijarah pada produk gadai 
(rahn) emas di Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru?  
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4.3.1. Pelaksanaan Gadai (Rahn) Emas 
Pada hasil penelitian ini dijelaskan tentang pelaksanaan gadai (rahn) emas 
di Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru. Dari hasil penelitian dan hasil 
wawancara mendalam dengan 2 pimpinan cabang dan 3 karyawan yang telah 
dilakukan peneliti, dalam 3 tahap yaitu 4 Januari 2018, 4 Oktober 2018 dan 11 
Oktober 2018. Dari hasil wawancara terhadap informan menyatakan bahwa 
pelaksanaan gadai syariah (rahn) emas secara garis besar sama dengan gadai 
konvensional. 
4.3.1.1. Syarat Pengajuan Gadai (Rahn) Emas 
Pernyataan Ibu Supriyati selaku pimpinan cabang yang lama di kantor 
Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru menyatakan bahwa syarat pengajuan 
gadai (rahn) emas adalah emas beserta surat atau kwitansi pembelian dan KTP. 
Berikut pernyataan beliau: 
“Syaratnya ya emas disertai surat atau kwitansi pembeliannya itu. 
Sama kartu identitas seperti KTP, SIM juga boleh” (wawancara Ibu 
Supriyati pimpinan CPS Solo Baru periode lama, Lokasi: Kantor Cabang 
Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 Januari 2018). 
 
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Purwiyono selaku 
pimpinan cabang yang baru di kantor CPS Solo Baru. Berikut hasil wawancara 
dengan beliau: 
“Syaratnya hanya barang agunan, karena yang ditanyakan syarat 
rahn emas ya berarti jaminannya emas. Untuk emas tanpa harus disertai 
bukti kepemilikan, tetapi cukup kwitansi pembelian dari toko emas. 
Selain itu diminta menunjukkan kartu identitas seperti KTP, SIM, paspor, 
atau kartu identitas yang lain” (wawancara Bapak Purwiyono pimpinan 
CPS Solo Baru periode baru, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah 
Solo Baru: 4 Oktober 2018). 
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Pertanyaan yang sama diajukan kembali kepada Ibu Rieka selaku kasir di 
kantor CPS Solo Baru dan mengatakan bahwa syaratnya hanya emas dan surat 
atau kwitansi serta kartu identitas diri. Berikut pernyataan beliau: 
“Syaratnya sama kayak yang kamu pernah lakuin pas nggadaiin 
emas buat syarat penelitian. Cukup kartu identitas diri sama emas plus 
suratnya juga, kwitansi itu” (wawancara Ibu Rieka petugas kasir CPS 
Solo Baru, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 
Januari 2018). 
 
Pernyataan Ibu Rieka sejalan dengan pernyataan dari Ibu Puri selaku 
pengelola marhun di kantor CPS Solo Baru yang mengatakan bahwa syarat 
pengajuan rahn sangat sederhana, hanya menyerahkan barang jaminan dan KTP. 
Berikut pernyataannya: 
“Jawaban saya kurang lebih sama ya mbak seperti yang lain. 
Barang jaminannya dan fotokopi KTP. Tapi biasanya dari kami bersedia 
untuk mengopikan. Simple kan” (wawancara Ibu Puri pengelola marhun 
CPS Solo Baru: Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 11 
Oktober 2018). 
 
Berikut surat kepemilikan atau kwitansi pembelian emas sebagai salah 
satu syarat pengajuan gadai (rahn) emas di CPS Solo Baru. 
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Gambar 4.3.1.1 
Surat Kepemilikan atau Kwitansi Pembelian Emas 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru, 2018 
 
4.3.1.2. Syarat atau Kriteria Nasabah 
Peneliti menanyakan lebih lanjut kepada Bapak Purwiyono selaku 
pimpinan cabang periode lama mengenai syarat bagi nasabah atau kriteria yang 
ditetapkan apabila ingin mengajukan pinjaman dengan produk gadai (rahn) emas 
ini. Berikut pernyataan beliau: 
“Kriterianya ya karena kita memberi syarat untuk mengajukan 
KTP berarti yang sudah punya KTP. Paling tidak diatas 17 tahun. Tapi 
rata-rata nasabah kita sudah diatas 20 tahun bahkan yang sudah berumah 
tangga. Tidak harus Islam, karena kita juga punya nasabah non Islam 
juga walaupun tidak banyak” (wawancara Bapak Purwiyono pimpinan 
CPS Solo Baru periode baru, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah 
Solo Baru: 11 Oktober 2018). 
 
Beliau menjelaskan bahwa kriteria atau syarat nasabah yang ingin 
mengajukan pinjaman dengan gadai (rahn) emas adalah yang sudah memiliki 
KTP, yang berarti calon nasabah tersebut berusia diatas 17 tahun. Namun rata-rata 
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nasabah rahn emas sudah diatas 20 tahun bahkan sudah berumah tangga. Selain 
itu, CPS Solo Baru tidak mengharuskan calon nasabah atau nasabahnya beragama 
Islam. 
Pernyataan Bapak Purwiyono selaku pimpinan CPS Solo Baru sejalan 
dengan pernyataan Ibu Rieka selaku kasir CPS Solo Baru. Beliau menyatakan 
bahwa kriteria calon nasabah rahn emas yaitu dewasa dan memiliki niat untuk 
melakukan pinjaman dengan menggadaikan emas di CPS Solo Baru. Berikut 
penuturan beliau: 
“Kriterianya apa ya? Ya karena syaratnya sudah punya KTP ya 
berarti sudah dewasa dan punya keinginan dari rumah untuk meminjam 
uang dengan menggadaikan emasnya di sini” (wawancara Ibu Rieka 
petugas kasir CPS Solo Baru, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah 
Solo Baru: 4 Januari 2018). 
 
Pernyataan yang sama juga dilontarkan Ibu Puri selaku pengelola marhun 
di kantor CPS Solo Baru yang mengatakan bahwa kriteria nasabah yaitu dewasa 
karena syarat pengajuan pinjaman harus menggunakan identitas diri. Berikut 
pernyataan Bapak Danang: 
“Syarat nasabah pengajuan rahn harus dewasa mbak, karena kita 
memiliki syarat bagi yang ingin mengajukan pinjaman dengan 
menggadaikan emas salah satunya menunjukkan identitas diri seperti 
KTP” (wawancara Ibu Puri pengelola marhun CPS Solo Baru: Lokasi: 
Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 11 Oktober 2018). 
 
Kemudian penulis melanjutkan wawancara dengan informan mengenai 
rukun gadai (rahn). Berikut akan dipaparkan mengenai rukun gadai (rahn) emas 
yang diterapkan oleh Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru pada sub bab 
selanjutnya. 
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4.3.1.3. Rukun Gadai (Rahn) 
Ibu Rieka selaku kasir di kantor CPS Solo Baru menjelaskan bahwa 
rukun gadai terdiri dari nasabah, pegadaian syariah, pinjaman yang diberikan, 
barang jaminan dan SBR. Berikut penjelasan beliau: 
“Rukun yang digunakan jelas nasabah yang menggadaikan, 
pegadaian sendiri, barang jaminannya, kemudian pinjaman yang kita 
berikan itu. Terus kita ada SBR juga sebagai surat bukti rahn” 
(wawancara Ibu Rieka petugas kasir CPS Solo Baru, Lokasi: Kantor 
Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 Januari 2018). 
 
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Bambang selaku 
penaksir di kantor CPS Solo Baru yang menyatakan rukun gadai meliputi 
nasabah, CPS Solo Baru, barang jaminan, pinjaman dan akad yang diwakili SBR. 
Berikut hasil wawancara dengan beliau: 
“Rukunnya ada nasabah, CPS Solo Baru, barang jaminan emas, 
pinjaman, dan akad yang diwakili SBR” (wawancara Bapak Bambang 
selaku penaksir CPS Solo Baru, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian 
Syariah Solo Baru: 11 Oktober 2018). 
 
SBR merupakan singkatan dari Surat Bukti Rahn yang berisi mengenai 
ketentuan akad yang dibuat oleh pegadaian syariah. Berikut SBR yang dimaksud. 
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Gambar 4.3.1.3 
Surat Bukti Rahn (SBR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru, 2018 
 
Isi dari ketentuan akad di dalam Surat Bukti Rahn (SBR) Cabang 
Pegadaian Syariah Solo Baru sebagai berikut: 
1. Jangka waktu akad maksimum 120 hari, pinjaman dapat dilunasi atau 
diperpanjang (ulang rahn, mengangsur marhun bih dan minta tambah) sampai 
dengan tanggal jatuh tempo. 
2. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh RAHIN di 
cabang/Unit Pegadaian Syariah Online atau tempat yang ditunjuk oleh 
MURTAHIN, maka RAHIN telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai 
addendum perjanjian Surat Bukti Rahn ini. 
3. Dalam hal terjadi perpanjangan akad untuk tanggal jatuh tempo, tanggal 
lelang dan besaran marhun bih tercantum dalam nota transaksi (struk). 
4. Permintaan penundaan pelelangan dapat dilayani sebelum jatuh tempo 
dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan 
biaya sesuai ketentuan yang berlaku di MURTAHIN. 
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5. Surat Bukti Rahn (SBR) dan nota transaksi (struk) harap disimpan dengan 
baik, jika hilang harus melapor ke Cabang atau Unit Pegadaian Syariah 
penerbit Surat Bukti Rahn. 
6. Pengambilan marhun harus menyerahkan SBR asli dan menunjukkan kartu 
identitas (KTP/SIM). 
7. Rahin wajib mentaati ketentuan akad yang ada di Surat Bukti Rahn (SBR) 
beserta addendumnya. 
Kemudian penulis melanjutkan wawancara dengan informan mengenai 
pelaksanaan gadai (rahn). Berikut akan dipaparkan mengenai pelaksanaan gadai 
(rahn) emas yang diterapkan oleh Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru pada sub 
bab selanjutnya. 
4.3.1.4. Pelaksanaan Gadai (Rahn) Emas 
Pernyataan Bapak Bambang selaku penaksir di kantor CPS Solo Baru 
mengenai pelaksanaan gadai (rahn) emas adalah sebagai berikut: 
“Nasabah datang kemudian mengambil nomer antrian. Setelah itu 
mengisi formulir dengan menyerahkan barang jaminan (emas) beserta 
suratnya, kemudian KTP. Nanti dari kita sendiri yang akan memfotokopi 
KTP. Kemudian saya akan menaksir emasnya itu untuk mengetahui 
apakah pinjaman yang diajukan nasabah sesuai dengan taksiran dari 
emasnya. Setelah ditaksir kemudian saya memberitahu kasir jika 
pinjaman yang di dapat sejumlah ini. Kemudian kasir memberitahu 
nasabah tentang nominal pinjaman tersebut. Jika sudah sepakat maka 
nasabah menandatangani SBR. Nasabah dapet pinjamannya, emasnya 
kita tahan” (wawancara dengan Bapak Bambang selaku penaksir CPS 
Solo Baru, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 11 
Oktober 2018). 
  
Bapak Bambang selaku penaksir CPS Solo Baru mengatakan bahwa 
pelaksanaan gadai (rahn) emas yaitu nasabah mengantri kemudian mengisi 
formulir. Setelah dipanggil, nasabah menyerahkan syarat pengajuan seperti KTP 
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dan emas beserta suratnya. Kemudian beliau akan menaksir emas tersebut dan 
hasilnya akan diberikan ke kasir. Kasir akan memberitahu nasabah mengenai 
nominal pinjaman. Ketika nasabah sudah sepakat maka nasabah akan 
menandatangani SBR. Selanjutnya nasabah mendapatkan pinjaman, sebagai 
jaminannya, emas nasabah akan ditahan di CPS Solo Baru. 
 
 
  
  
      
   
 
Sumber: wawancara Bapak Bambang penaksir CPS Solo Baru yang diolah 
 
Jawaban senada juga diberikan oleh Bapak Purwiyono selaku pimpinan 
CPS Solo Baru periode baru. Namun beliau menjawab dengan singkat, berikut 
pernyataannya: 
“Calon nasabah datang langsung ke pegadaian dengan 
menyerahkan barang yang dijaminkan dengan menujukkan kartu 
identitas. Kemudian barang tersebut ditaksir oleh penaksir untuk 
menetapkan pinjaman yang bisa diberikan nasabah. Kemudian kasir 
memberitahu ke nasabah. Selanjutnya kasir akan memberikan uang 
pinjaman” (wawancara dengan Bapak Purwiyono pimpinan CPS Solo 
Baru periode baru, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 
4 Oktober 2018). 
 
Beliau mengatakan bahwa alur pelaksanaan gadai yaitu calon nasabah 
datang langsung ke CPS Solo Baru dengan menyerahkan barang jaminan dan 
Mengambil nomer 
antrian 
Mengisi formulir 
Menyerahkan KTP dan emas 
beserta surat 
Taksir Emas 
Menandatangani 
SBR 
Marhun bih diterima 
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kartu identitas. Selanjutnya barang akan ditakasir, kemudian kasir akan 
memberitahu nasabah dan akan memberikan pinjaman yang diminta oleh nasabah. 
Hal ini juga diakui oleh Ibu Rieka selaku kasir di kantor CPS Solo Baru, 
berikut pernyataan beliau: 
“Kan nasabah datang bawa emas, kemudian menyerahkannya ke 
kasir beserta KTP. Emasnya biasanya nasabah nunjukin kwitansi 
pembeliannya itu. Terus nanti ditaksir sama penaksir, nanti saya yang 
menginput dan mempersiapkan SBR dan lain-lain. Setelah ditaksir, nanti 
saya ngasih tahu nasabahnya kalau pinjaman yang bisa didapet segini 
setelah ditaksir. Ketika sudah dapat persetujuan dari nasabah, kasir akan 
memberitahu juga biaya administrasi dan ujrah yag dikenakan. Kasir 
akan menerangkan ketentuannya yang sebenarnya sudah ada di SBR, 
terus nasabah tanda tangan. Nasabah bisa bawa pulang uangnya. 
Kemudian bisa diangsur sesuai dengan kesepakatan sampai lunas. Jika 
sudah jatuh tempo akan diberitahukan ke nasabah. Kalau nggak bisa 
membayar ya akan kami jual atau lelang untuk melunasi sisa 
pinjamannya, itu pun harus sepengetahuan nasabah” (wawancara Ibu 
Rieka petugas kasir CPS Solo Baru, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian 
Syariah Solo Baru: 4 Januari 2018). 
 
Ibu Rieka selaku kasir CPS Solo Baru menyatakan pelaksanaan gadai 
yaitu nasabah datang dengan membawa emas sebagai barang jaminan dengan 
menunjukkan kwitansi pembelian dan KTP. Setelah itu akan ditaksir, kemudian 
Ibu Rieka akan menginput dan mempersiapkan SBR dan lain-lain. Setelah ditaksir 
beliau akan memberitahu nasabah mengenai pinjaman yang didapat sesuai dengan 
taksiran.  
Selain pinjaman, beliau akan memberitahu biaya administrasi dan ujrah 
yang harus dibayarkan dimuka oleh nasabah serta menerangkan ketentuan yang 
sudah dituangkan di dalam SBR. Setelah mencapai persetujuan, nasabah 
menandatangani SBR dan mendapatkan pinjamannya.  
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Pernyataan senada juga diberikan Ibu Supriyati selaku pimpinan CPS 
Solo Baru periode lama. Beliau mengatakan bahwa secara keseluruhan 
pelaksanaan rahn di pegadaian syariah sama dengan pegadaian konvensional, 
hanya ujrah saja yang membedakan. Berikut penuturannya: 
“Pelaksanaanya juga sama mbak kayak pegadaian yang lain. 
Nasabah menyerahkan emas beserta surat dan KTP. Kemudian akan 
ditangani oleh karyawan. Emas ditaksir, nanti akan ketauan nominal 
pinjaman yang bisa didapat nasabah. Setelah mendapat persetujuan akan 
diberikan SBR dan dijelaskan ketentuannya, biaya administrasi berapa 
dan ujrahnya per 10 hari berapa. Terus bisa dibawa uangnya” 
(wawancara Ibu Supriyati pimpinan CPS Solo Baru periode lama, 
Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 Januari 2018). 
 
Pernyataan tersebut diperjelas dengan jawaban Ibu Puri selaku pengelola 
marhun di kantor CPS Solo Baru yang menyatakan bahwa setelah nasabah 
mendapatkan pinjaman, beliau dapat mengangsur sesuai batas ketentuan yang 
tertuang di dalam SBR. Berikut pernyataan beliau: 
“Untuk alur pelaksanaannya sebenarnya hampir sama dengan 
pegadaian konvensional. Nasabah datang dengan membawa barang 
jaminan emasnya itu plus kwitansi pembelian, sama KTP. Kemudian 
mengisi formulir terus nanti ditaksir dulu. Setelah itu kasir akan memberi 
tahu secara rinci. Setelah setuju langsung tanda tangan SBR dan uang 
sudah ditangan. Nasabah tinggal mengangsur” (wawancara Ibu Puri 
pengelola marhun CPS Solo Baru: Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian 
Syariah Solo Baru: 11 Oktober 2018). 
 
Gambar 4.3.1.4 
Pelaksanaan Gadai (Rahn) Emas 
 
 
Marhun (emas) dan KTP            Taksir Emas   Marhun bih diterima 
 
Sumber: wawancara pimpinan dan karyawan yang diolah 
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4.3.2. Mekanisme Pengenaan Biaya Ijarah 
Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai mekanisme pengenaan atas biaya 
ijarah pada produk gadai (rahn) emas. Selain membahas mengenai pengenaan 
biaya ijarah, peneliti membahas biaya administrasi, penyimpanan marhun, 
pemanfaatan dana pinjaman (marhun bih), sistem cicilan dan perpanjangan serta 
pelelangan marhun. 
4.3.2.1. Penyimpanan Marhun 
Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Bapak Purwiyono 
selaku pimpinan cabang periode baru di kantor CPS Solo Baru pada tanggal 4 
Oktober 2018 ketika peneliti menanyakan mengenai penyimpanan marhun: 
“Penyimpanan marhun, mau emas, laptop, surat-surat berharga 
yang lain semua itu akan disimpan di pegadaian sini. Untuk barang 
jaminan yang ada di unit pun akan disimpan semua di sini. Jadi untuk 
nasabah di unit yang ingin mengambil barangnya kembali, diminta untuk 
memberitahu pihak unit yang dimaksud H-1 sebelum penyerahan 
kembali. Biasanya pihak unit akan memberitahukan ke kami (cabang 
pegadaian syariah Solo Baru) untuk dipersiapkan mengenai 
pengembalian barang jaminannya itu. Pokoknya nanti akan ada 
konfirmasi dari pihak kami ke pihak unit. Entah nanti barang akan 
diambil sendiri oleh pihak unit atau dari pihak pegadaian syariah cabang” 
(wawancara Bapak Purwiyono pimpinan CPS Solo Baru periode baru, 
Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 Oktober 2018). 
 
Bapak Purwiyono selaku pimpinan CPS Solo Baru periode baru 
menyatakan bahwa semua jenis barang jaminan (marhun), baik yang melakukan 
transaksi rahn emas di UPS maupun CPS akan disimpan di CPS Solo Baru. 
Sehingga apabila nasabah UPS ingin melunasi pinjamannya dan mengambil 
barangnya kembali, diminta untuk memberitahu pihak UPS tersebut sehari 
sebelumnya, agar pihak UPS dapat memberikan informasi ke CPS mengenai 
pengembalian marhun. 
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Pernyataan Bapak Purwiyono selaku pimpinan CPS Solo Baru periode 
baru sejalan dengan Ibu Supriyati selaku pimpinan CPS Solo Baru periode lama 
mengenai penyimpanan marhun. Berikut penjelasan beliau: 
“Iya mbak marhun akan disimpan disini, di salah satu ruangan. 
Nanti ada petugasnya yang mengelola marhun tersebut. Barang jaminan 
yang ada di UPS juga akan disimpan disini. Jadi di unit cuma melakukan 
transaksinya, semua barangnya disimpan disini. Kalau mau ngambil 
harus memberitahu sini (CPS Solo Baru) paling tidak 1-2 hari 
sebelumnya biar bisa dipersiapkan” (wawancara Ibu Supriyati pimpinan 
CPS Solo Baru periode lama, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah 
Solo Baru: 4 Januari 2018). 
 
Beliau mengatakan bahwa semua marhun akan disimpan di salah satu 
ruangan CPS Solo Baru, dimana di dalam ruangan tersebut hanya berisi barang 
jaminan (marhun) nasabah. Nasabah tersebut berasal dari CPS Solo Baru maupun 
unit-unit yang tersebar di Surakarta. Pengelolaan marhun memiliki petugas yang 
mengurusi tentang itu. Apabila nasabah UPS ingin melunasi dan mengambil 
marhunnya, maka diminta untuk memberitahu pihak UPS 1-2 hari sebelum 
pengambilan barang. Sehingga petugas pengelola marhun dapat mempersiapkan 
barangnya. 
Kemudian pernyataan pimpinan cabang diperjelas oleh Ibu Puri selaku 
pengelola marhun di kantor CPS Solo Baru. Beliau menjelaskan bahwa semua 
marhun dari Cabang Pegadaian Syariah maupun Unit Pegadaian Syariah akan 
disimpan di CPS Solo Baru. Berikut penuturan beliau: 
“Pengelolaan marhun kebetulan saya yang mengurus. Jadi kami 
memang menerima marhun dengan klasifikasi barang bergerak seperti 
emas, berlian, mobil, motor, barang elektronik seperti itu. Hanya saja 
kalo mobil motor itu biasanya hanya dibutuhkan surat-suratnya kayak 
BPKB dan STNK. Dari sekian banyak barang, memang emas yang 
paling banyak. Barang dari unit-unit lain juga akan disimpan bersama 
dengan barang yang berada di cabang” (wawancara Ibu Puri pengelola 
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marhun CPS Solo Baru: Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo 
Baru: 11 Oktober 2018). 
 
Beliau menambahkan apabila nasabah unit ingin menebus barang 
jaminannya, diharuskan konfirmasi terlebih dahulu dengan karyawan di Unit 
Pegadaian Syariah terkait. Berikut penjelasannya: 
“Nanti kalau nasabah ingin menebus barangnya, baru bisa diambil 
sehari setelah pelunasan. Dikarenakan semua barangnya ada di cabang, 
jadi pihak unit harus memberitahukan ke cabang kalau ingin mengambil 
barangnya besok. Nanti akan diurus dulu segala sesuatunya, agar tidak 
terjadi kesalahan” (wawancara Ibu Puri pengelola marhun CPS Solo 
Baru: Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 11 Oktober 
2018). 
 
Kemudian penulis melanjutkan wawancara dengan para informan 
mengenai pemanfaatan marhun bih. Pemanfaatan marhun bih yang digunakan 
Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru disampaikan oleh para informan yang 
dijelaskan pada sub bab selanjutnya. 
4.3.2.2. Pemanfaatan Marhun Bih 
Peneliti tertarik menanyakan lebih mendalam dengan Bapak Purwiyono 
selaku pimpinan CPS Solo Baru periode baru mengenai seberapa penting 
pegadaian syariah mengetahui pemanfaatan marhun bih yang di dapat nasabah 
dari transaksi rahn emas. Berikut penuturan beliau: 
“Jadi di formulir pengajuan kan ada opsi mengenai pemanfaatan 
marhun bih. Nah nasabah bisa memilih opsi yang tersedia. Opsi itu ada 
untuk keperluan perdagangan, pendidikan, pertanian, perumahan, 
kesehatan dan industri. Dari situ kita akan tahu apa alasan nasabah 
mengajukan pinjaman di sini” (wawancara Bapak Purwiyono pimpinan 
CPS Solo Baru periode baru, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah 
Solo Baru: 4 Oktober 2018). 
 
Beliau menyampaikan bahwa pihak Cabang Pegadaian Syariah Solo 
Baru dapat mengetahui alasan nasabah mengajukan pinjaman dengan 
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menggadaikan emas atau pemanfaatan marhun bih dari formulir pengajuan 
pinjaman. Dalam formulir tersebut terdapat pilihan mengenai pemanfaatan 
marhun bih, yaitu perdagangan, pendidikan, pertanian, perumahan, kesehatan dan 
industri. Sehingga pihak CPS Solo Baru mengetahui maksud dari permohonan 
pengajuan pinjaman nasabah dari formulir yang diisi. 
Pertanyaan serupa ditanyakan oleh Ibu Rieka selaku kasir di kantor CPS 
Solo Baru. Beliau menjelaskan bahwa selain pemanfaatan marhun bih sudah 
ditanyakan di formulir, akan ditanyakan kembali oleh pihak pegadaian syariah di 
awal transaksi. Berikut pernyataannya: 
“Selain sudah ditanyakan di form, saya akan menanyakan lagi 
mengenai pinjaman yang akan didapat itu digunakan untuk keperluan 
apa. Sehingga tahu apa maksud mereka mengajukan pinjaman ke sini” 
(wawancara Ibu Rieka petugas kasir CPS Solo Baru, Lokasi: Kantor 
Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 Januari 2018). 
 
Penulis masuk ke dalam pertanyaan pokok pada pembahasan skripsi 
mengenai penetapan biaya administrasi dan penetapan tarif ijarah. Namun 
sebelumnya penulis paparkan pembahasan mengenai penetapan biaya administasi 
yang diterapkan oleh Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru. 
4.3.2.3. Penetapan Biaya Administrasi 
Selanjutnya penulis menanyakan penetapan biaya administrasi untuk 
produk gadai (rahn) emas. Penjelasan dari Ibu Rieka selaku kasir di kantor CPS 
Solo Baru bahwa biaya administrasi sudah ditentukan oleh pihak pegadaian 
syariah. Berikut hasil wawancara dengan beliau: 
“Kalau biaya administrasi tergantung besarnya marhun bih yang 
nasabah dapet. Misal pinjamannya kayak kamu ini kan Rp 1.000.000, 
berarti administrasinya Rp 10.000. Biaya administrasi sudah ditetapkan 
oleh pihak pegadaian” (wawancara Ibu Rieka petugas kasir CPS Solo 
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Baru, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 Januari 
2018). 
 
Pernyataan Ibu Rieka diperjelas oleh Bapak Puwiyono selaku pimpinan 
CPS Solo Baru periode baru dengan memberikan tabel penggolongan pinjaman 
yang berisi tarif biaya administrasi. Tabel penggolongan pinjaman sebagai 
berikut: 
Tabel 4.3.2.3 
Tarif Biaya Administrasi di CPS Solo Baru 
 
GOL Marhun Bih Batas Marhun Bih 
(n% x taksiran) 
Mu’nah Akad 
(Adm)  
A 50.000 s.d. 500.000 95% 2.000 
B1 510.000 s.d. 1.000.000 92% 10.000 
B2 1.010.000 s.d. 2.500.000 92% 20.000 
B3 2.550.000 s.d. 5.000.000 92% 35.000 
C1 5.050.000 s.d. 10.000.000 92% 50.000 
C2 10.050.000 s.d. 15.000.000 92% 75.000 
C3 15.050.000 s.d. 20.000.000 92% 100.000 
D 20.050.000 s.d. ke atas 93% 125.000 
Sumber: Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru 
Tabel diatas menunjukkan tarif biaya administrasi (mu’nah akad) yang 
dikenakan Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru. Golongan marhun bih 
(pinjaman) yang ditentukan dengan skala Rp 450.000. Batas pemberian marhun 
bih dihitung berdasarkan prosentase yang sudah ditetapkan CPS Solo Baru dengan 
melihat besarnya golongan pinjaman. Untuk biaya administrasi (mu’nah akad) 
ditentukan pula berdasarkan golongan pinjaman. Semakin besar marhun bih maka 
semakin besar pula biaya administrasi yang digunakan. 
70 
 
Penjelasan tersebut juga dijelaskan pimpinan cabang periode baru. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Purwiyono selaku pimpinan CPS 
Solo Baru periode baru bahwa penetapan biaya administrasi ditetapkan sesuai 
dengan golongan pinjamannya. Berikut pernyataan beliau: 
“Begini mbak, biaya administrasi sudah ditentukan oleh pihak 
pegadaian, semisal ada nasabah memperoleh pinjaman golongan B1 
maka dikenai biaya administrasi sebesar Rp 10.000. Sebagai contoh lagi 
kalau saya memperoleh pinjaman Rp 5.500.000, saya akan dikenai biaya 
administrasi sebesar Rp 50.000. Seperti yang sudah tercantum di tabel 
ini” (wawancara Bapak Purwiyono pimpinan CPS Solo Baru, Lokasi: 
Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 Oktober 2018). 
 
Penjelasan Bapak Purwiyono diperkuat dengan pernyataan Ibu Supriyati 
selaku pimpinan CPS Solo Baru periode lama. Beliau mengungkapkan bahwa 
biaya administrasi di setiap transaksi berbeda, perbedaan tersebut sesuai dengan 
marhun bih. Selain itu, biaya administrasi juga sudah ditetapkan oleh pegadaian 
syariah. Kemudian nasabah juga dapat membayarkan biaya administrasinya secara 
tunai maupun dikurangi dari keseluruhan pinjaman yang didapat nasabah. Berikut 
penuturan beliau: 
“Setiap transaksi tentu berbeda biaya administrasinya, tergantung 
pinjaman yang didapat. Biaya administrasi ini sudah ditetapkan oleh 
pegadaian syariah. Dan biaya ini dibayarkan nasabah setiap kali 
melakukan transaksi. Nasabah boleh memilih, apakah ingin dibayar 
sendiri cash atau diambil dari pinjamannya” (wawancara Ibu Supriyati 
pimpinan CPS Solo Baru periode lama, Lokasi: Kantor Cabang 
Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 Januari 2018). 
 
Penuturan Ibu Supriyati juga dipertegas Bapak Bambang selaku penaksir 
di kantor CPS Solo Baru yang menyatakan bahwa biaya administrasi sudah 
ditetapkan pegadaian syariah dan sudah ada aturannya, sehingga paten. Berikut 
penjelasannya: 
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“Biaya administrasi sudah ditetapkan dari sini dan itu sudah 
paten. Kalau pinjamannya kecil ya biaya administrasi sedikit” 
(wawancara Bapak Bambang selaku penaksir CPS Solo Baru, Lokasi: 
Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 11 Oktober 2018). 
 
Sebagai simulasi pengenaan biaya administrasi, penulis mengajukan 
pinjaman gadai (rahn) emas di CPS Solo Baru dengan taksiran emas sebesar Rp 
1.102.000. Untuk mengetahui jumlah pinjaman yang didapat, CPS Solo Baru 
menghitung dengan perhitungan Rp 1.102.000 × 92% sehingga mendapatkan 
pinjaman sebesar Rp 1.000.000 yang termasuk pada marhun bih golongan B1. 
Untuk biaya administrasi yang dikeluarkan, penulis dikenakan Rp 10.000. 
Kemudian untuk besarnya ujrah akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya. 
4.3.2.4. Penetapan Tarif Biaya Ijarah   
Peneliti melanjutkan penelitian mengenai perhitungan tarif biaya ijarah. 
Namun, CPS Solo Baru terbiasa menyebutnya dengan ujrah atau upah jasa. 
Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan pokok mengenai tarif ujrah yang 
ditetapkan Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru kepada Ibu Supriyati selaku 
pimpinan CPS Solo Baru periode lama. Berikut pernyataan beliau: 
“Sama mbak, kalau ujrahnya juga tergantung pinjamannya, dan 
sudah ditetapkan pegadaian” (wawancara Ibu Supriyati pimpinan CPS 
Solo Baru periode lama, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo 
Baru: 4 Januari 2018). 
 
Beliau mengatakan bahwa penetapan tarif ujrah sama dengan penetapan 
biaya administrasi, yaitu berdasarkan golongan pinjamannya. Penetapan biaya 
tersebut juga sudah ditetapkan oleh pegadaian syariah. 
Penjelasan Ibu Supriyati selaku pimpinan CPS Solo Baru periode lama 
sama dengan pernyataan dari Ibu Rieka selaku kasir di kantor CPS Solo Baru 
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bahwa biaya administrasi dan ujrah sudah ditetapkan dan bergantung pada 
golongan pinjaman. Berikut pernyataan beliau: 
“Kalau penetapan tarif ujrahnya juga sudah ditentukan oleh 
pegadaian dan tergantung sama pinjamannya juga” (wawancara Ibu 
Rieka petugas kasir CPS Solo Baru, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian 
Syariah Solo Baru: 4 Januari 2018). 
 
Kemudian diperjelas oleh Bapak Purwiyono selaku pimpinan CPS Solo 
Baru periode baru yang mengatakan bahwa tarif ujrah merupakan tarif untuk 
biaya pemeliharaan marhun per 10 hari. Berikut penjelasannya: 
“Pada tabel ini ada perhitungan ujrah di bagian mu’nah 
pemeliharaan per 10 hari. Jadi penetapan ujrah dihitung per 10 hari. 
Untuk golongan A dikenai ujrah 0.45% dari marhun bih, golongan B1 
sampai C3 0.71%, golongan D dan seterusnya 0.62%” (wawancara 
Bapak Purwiyono pimpinan CPS Solo Baru, Lokasi: Kantor Cabang 
Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 Oktober 2018). 
 
Kemudian diperinci oleh Ibu Rieka sambil diterangkan simulasinya. 
Berikut pemaparan beliau: 
“Misal kamu mengajukan pinjaman, terus pinjaman yang didapet 
kan Rp 1.200.000. Jadi 0.71% dikali Rp 1.200.000 ujrahnya Rp 8.500 
per 10 hari, gitu” (wawancara Ibu Rieka petugas kasir CPS Solo Baru, 
Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 Januari 2018). 
 
Berdasarkan penjelasan beliau mengenai simulasi penetapan tarif ujrah 
bahwa ketentuan mengenai ujrah sudah ditetapkan oleh pegadaian syariah. 
Besarnya pinjaman yang diperoleh maka semakin besar pula tarif ujrahnya. 
Berikut merupakan tabel yang menjelaskan tentang tarif ujrah di Cabang 
Pegadaian Syariah Solo Baru. 
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Tabel 4.3.2.4 
Tarif Ujrah di CPS Solo Baru 
 
GOL Marhun Bih 
Batas Marhun 
Bih 
(n% x taksiran) 
Mu’nah 
Pemeliharaan 
Per 10 hari 
(n% x taksiran) 
A 50.000 s.d. 500.000 95% 0.45% 
B1 510.000 s.d. 1.000.000 92% 0.71% 
B2 1.010.000 s.d. 2.500.000 92% 0.71% 
B3 2.550.000 s.d. 5.000.000 92% 0.71% 
C1 5.050.000 s.d. 10.000.000 92% 0.71% 
C2 10.050.000 s.d. 15.000.000 92% 0.71% 
C3 15.050.000 s.d. 20.000.000 92% 0.71% 
D 20.050.000 s.d. ke atas 93% 0.62% 
Sumber: Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru 
 
Tabel diatas menunjukkan tarif ujrah atau mu’nah pemeliharaan per 10 
hari yang dikenakan Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru. Golongan 
marhun bih (pinjaman) yang ditentukan dengan skala Rp 450.000. Batas 
pemberian marhun bih dihitung berdasarkan prosentase yang sudah ditetapkan 
CPS Solo Baru dengan melihat besarnya golongan pinjaman. Untuk biaya ujrah 
(mu’nah pemeliharaan per 10 hari) ditentukan pula berdasarkan golongan 
pinjaman. Semakin besar marhun bih maka semakin besar pula biaya ujrah yang 
digunakan, mulai dari 0,45%, 0,62% dan 0,71%. 
Ibu Rieka selaku kasir di kantor CPS Solo Baru menambahkan bahwa 
tarif ujrah digunakan sebagai biaya-biaya atas jasa pemeliharaan dan 
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penyimpanan  marhun selama berada di CPS Solo Baru. Berikut pernyataan 
beliau: 
“Tarif ujrah ini digunakan untuk biaya-biaya lain termasuk juga 
untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan selama 
disini sampai barangnya ditebus nasabah” (wawancara Ibu Rieka petugas 
kasir cabang pegadaian syariah Solo Baru, Lokasi: Kantor Cabang 
Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 Januari 2018). 
 
Dari berbagai penjelasan dari informan, penulis tertarik mengetahui cara 
menghitung taksiran emas untuk dapat menentukan nominal pinjaman yang 
didapat nasabah. Ibu Supriyati mengatakan bahwa untuk menaksir memiliki ilmu 
dan ada pendidikannya. Berikut pernyataan Ibu Supriyati selaku pimpinan CPS 
Solo Baru periode lama: 
“Untuk menghitung taksiran ada sekolahnya mbak, ada ilmunya, 
jadi nggak sembarangan. Yang tahu hanya penaksir dan orang yang 
pernah belajar ilmu menaksir” (wawancara Ibu Supriyati pimpinan CPS 
Solo Baru periode lama, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo 
Baru: 4 Januari 2018). 
 
Bapak Bambang selaku penaksir di kantor CPS Solo Baru menyatakan 
bahwa tarif ujrah atau ijarah dibayarkan pada saat nasabah mencicil, melunasi 
atau memperpanjang marhun bihnya dengan akad yang baru. Berikut pernyataan 
beliau: 
“Tarif ujrah atau ijarah ini dibayar pada saat nasabah mencicil 
pinjamannya sampai dengan melunasi seluruh kewajibannya atau ingin 
memperpanjangnya” (wawancara Bapak Bambang selaku penaksir CPS 
Solo Baru, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 11 
Oktober 2018). 
 
Sebagai simulasi lanjutan pengenaan biaya ujrah, sebelumnya penulis 
mengajukan pinjaman gadai (rahn) emas di CPS Solo Baru dengan jumlah 
pinjaman yang didapat sebesar Rp 1.000.000 yang termasuk pada marhun bih 
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golongan B1. Untuk biaya administrasi yang dikeluarkan, penulis dikenakan Rp 
10.000. Kemudian untuk besarnya ujrah diketahui melalui perhitungan yaitu 
0,71% × Rp 1.102.000, sehingga penulis dikenakan biaya ujrah per 10 hari 
sebesar Rp 7.800. Namun jika sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi, maka 
marhun akan dijual dengan cara dilelang. Berikut akan dijelaskan pada sub bab 
selanjutnya. 
4.3.2.5.  Penjualan Marhun  
Penulis tertarik menanyakan tentang sistem pencicilan dan perpanjangan 
marhun bih kepada Bapak Purwiyono selaku pimpinan CPS Solo Baru periode 
baru. Beliau menuturkan bahwa sistem cicilan dan perpanjangan diserahkan ke 
nasabah. Berikut pernyataannya: 
“Untuk sistem cicilan dan perpanjangan diserahkan kepada 
nasabah. Bisa dilunasi langsung atau melakukan sistem cicilan dengan 
waktu yang telah ditentukan yaitu selama 4 bulan. Tetapi jika dalam 
waktu 4 bulan belum dapat melunasi, maka nasabah dapat mengajukan 
pemohonan perpanjangan perlunasan atas marhun bih. Sehingga 
perpanjangan akan dilakukan selama 4 bulan kedepan lagi. Tapi jika 
belum bisa juga melakukan penyelesaian terhadap kewajibannya maka 
kami akan melakukan pelelangan” (wawancara Bapak Purwiyono 
pimpinan cabang pegadaian syariah Solo Baru, Lokasi: Kantor Cabang 
Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 Oktober 2018). 
 
Pernyataan Bapak Purwiyono selaku pimpinan CPS Solo Baru periode 
baru diperjelas oleh Ibu Rieka selaku kasir di kantor CPS Solo Baru. Beliau 
menyatakan di setiap pencicilan selalu memberikan informasi ke nasabah tanggal 
jatuh tempo. Sehingga apabila sebelum jatuh tempo tiba, nasabah dapat 
memutuskan untuk memperpanjang cicilan, menunda lelang atau dilelang. Berikut 
penuturannya: 
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“Setiap nasabah melakukan cicilan, sebisa mungkin saya 
mengingatkan tanggal jatuh tempo agar nasabah bisa mempersiapkan. 
Jika nasabah telat membayar cicilan sesuai tanggalnya, maka akan 
dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi jika nasabah 
memutuskan untuk memperpanjang harus dilakukan sebelum tanggal 
jatuh tempo. Apabila sudah tidak bisa membayar maka barang akan 
dilelang” (wawancara Ibu Rieka petugas kasir CPS Solo Baru, Lokasi: 
Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 Januari 2018). 
 
Pernyataan kedua informan sebelumnya sama dengan pernyataan Ibu 
Supriyati selaku pimpinan CPS Solo Baru periode lama. Beliau menambahkan 
kegiatan lelang ini bertujuan untuk menutupi sisa pinjaman nasabah. Apabila ada 
sisa akan dikembalikan ke nasabah pemilik barang yang telah di lelang tersebut. 
Berikut pernyataannya: 
“Lelang ini diharapkan dapat menutupi sisa pinjaman dari 
nasabah, jika ada sisa akan kami kembalikan kepada nasabah tersebut” 
(wawancara Ibu Supriyati pimpinan CPS Solo Baru periode lama, 
Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 Januari 2018). 
 
Ibu Supriyati selaku pimpinan CPS Solo Baru periode lama 
menambahkan bahwa kegiatan lelang biasanya akan diumumkan dan terkadang 
dilelang di acara seminar, workshop, maupun acara yang diselenggarakan oleh 
pegadaian syariah. Berikut pernyataan beliau: 
“Kalau ada acara seminar, workshop, atau pameran dan acara 
yang diselenggarakan pegadaian, biasanya akan ada sesi pelelangan 
marhun tersebut” (wawancara Ibu Supriyati pimpinan CPS Solo Baru 
periode lama, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru: 4 
Januari 2018). 
 
Pernyataan Ibu Supriyati selaku pimpinan CPS Solo Baru periode lama 
dibenarkan oleh Bapak Purwiyono selaku pimpinan CPS Solo Baru periode baru  
bahwa selain pelelangan di acara-acara luar, juga diadakan di pegadaian syariah 
sendiri. Berikut pernyataan beliau: 
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“Pelelangan juga dapat dilakukan oleh beberapa orang yang sudah 
dipilih oleh pegadaian yang dianggap layak. Terkadang juga dilakukan 
oleh orang dari pegadaian itu sendiri” (wawancara Bapak Purwiyono 
pimpinan CPS Solo Baru, Lokasi: Kantor Cabang Pegadaian Syariah 
Solo Baru: 4 Oktober 2018). 
 
Dari penuturan informan mengenai pelaksanaan gadai (rahn) emas dan 
pengenaan biaya ijarah di Cabang Pegdaaian Syariah Solo Baru akan dibahas 
lebih lanjut pada bab penjelasan. 
 
4.4. Pembahasan 
Dari pemaparan hasil penelitian di atas, maka peneliti membahas 
mengenai implementasi pengenaan biaya ijarah pada produk gadai (rahn) emas di 
Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru. Pada pembahasan ini meliputi 2 poin hasil 
penelitian. Pertama, peneliti membahas pelaksanaan gadai (rahn) emas yang 
diterapkan di CPS Solo Baru. Kedua, membahas terkait mekanisme pengenaan 
biaya atas akad ijarah pada produk gadai (rahn) emas di CPS Solo Baru. 
4.4.1. Pelaksanaan Gadai (Rahn) Emas di CPS Solo Baru 
Di sub bab ini peneliti membahas tentang pelaksanaan gadai (rahn) emas 
di Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru. Pembahasan ini berkisar tentang syarat 
pengajuan rahn, rukun dan syarat sah rahn, serta mekanisme rahn emas.  
4.4.1.1. Syarat Pengajuan Gadai (Rahn) Emas 
Transaksi gadai (rahn) tidak akan sah apabila rukun dan syarat gadai 
tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara bahwa syarat bagi calon nasabah 
rahn emas yaitu membawa barang jaminan berupa emas beserta surat atau 
kwitansi pembelian dengan disertai kartu identitas diri, seperti KTP, SIM, paspor 
atau kartu identitas lainnya.  
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Dalam teori, syarat pengajuan rahn berupa barang yang bisa dijaminkan, 
dalam hal ini adalah emas. Syarat barang jaminan harus dapat diperjualbelikan, 
merupakan harta yang bernilai, harus dapat dimanfaatkan, harus diketahui secara 
fisiknya, dan harus dimiliki rahin atau setidaknya harus seizin pemilik barang 
tersebut. Kepemilikan emas dapat dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat 
berupa kwitansi pembelian. 
Selain itu, syarat barang jaminan (marhun) menurut fatwa DSN-MUI 
Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 harus bisa dinilai dan harus yang bersifat 
dibolehkan atau tidak diharamkan. Dalam hal ini emas merupakan barang yang 
tidak diharamkan, karena emas merupakan barang yang dapat diperjual-belikan, 
barang yang bernilai jual tinggi sehingga merupakan cadangan devisa suatu 
negara, harga emas cenderung relatif stabil dalam situasi tertentu, dan dapat 
digunakan sebagai alat pembayaran internasional yang sah. 
Teori tersebut juga tertuang dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-
MUI/III/2002 ayat 1 yang berbunyi, “Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip 
rahn). Sehingga menjadikan emas sebagai barang jaminan untuk memperoleh 
pinjaman menurut fatwa diperbolehkan. 
Pada dasarnya barang jaminan tersebut adalah sebagai kepercayaan 
dalam hutang piutang, akan tetapi karena untuk melindungi kepentingan murtahin 
(CPS Solo Baru), yaitu jika nasabah (rahin) mengingkari janji hutangnya maka 
barang tersebut akan dijual oleh murtahin. Agar CPS Solo Baru tidak mengalami 
kerugian, maka mereka menetapkan aturan terhadap jenis barang-barang yang 
dapat dijadikan jaminan.  
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Syarat pengajuan rahn emas bagi nasabah CPS Solo Baru sesuai dengan 
penelitian dari Afdhila (2016:9) bahwa nasabah hanya perlu menyerahkan KTP 
atau kartu pengenal lain dan marhun beserta kwitansi pembelian. Kelengkapan 
kwitansi pembelian tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa barang tersebut 
benar-benar milik rahin dan mempermudah pihak pegadaian syariah jika sampai 
barang tersebut dilelang. 
Namun berbeda dengan peneliti Susilowati (2008:69) yang tidak 
diterapak di CPS Solo Baru, dimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon 
nasabah yang ingin melakukan gadai syariah (rahn) adalah membawa KTP atau 
identitas lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan barang jaminan (marhun) 
yang memenuhi syarat barang bergerak. Selain itu, barang tersebut harus milik 
pribadi, apabila bukan milik pribadi harus menyerahkan surat kuasa bermaterai 
dan dilampiri KTP asli pemilik barang, jika dikuasakan. 
Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti 
menunjukkan bahwa CPS Solo Baru menanyakan perihal kwitansi pembelian 
emas yang diberikan nasabah. Namun, pihak CPS Solo Baru tidak mencari tahu 
lebih lanjut perihal pernyataan nasabah mengenai kepemilikan emas, walaupun 
semisal dalam kwitansi tidak tercantum nama nasabah tersebut.  
Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan 
Mahmudahningtyas (2016:6) dimana calon nasabah CPS Landungsari Malang 
tidak ditanya apakah emas yang dijadikan marhun adalah milik sah secara pribadi. 
CPS tersebut memang tidak meminta surat bukti kepemilikan emas untuk 
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memenuhi syarat marhun. Selain sebagai syarat, hal ini juga penting dilakukan 
untuk menghindari tindak pencucian uang atau tindak kriminal lainnya. 
4.4.1.2. Syarat atau Kriteria Nasabah Gadai (Rahn) Emas 
Selain syarat pengajuan, syarat atau kriteria nasabah yang ingin 
mengajukan pinjaman dengan rahn emas berdasarkan hasil wawancara dengan 
informan adalah usia diatas 17 tahun. Dikarenakan syarat pengajuan di awal 
adalah menunjukkan kartu identitas diri seperti KTP dan SIM yang hanya akan 
dimiliki seseorang apabila sudah berusia 17 tahun keatas. Selain itu, pihak CPS 
Solo Baru tidak mengharuskan nasabahnya beragama Islam, meskipun 
pegadaiannya berbasis syariah. Walaupun hanya sedikit nasabah non Islam yang 
menjadi nasabah rahn emas di CPS Solo Baru. 
Syarat tersebut dapat dikaitkan dengan teori Pasal 330 KHES yang 
menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap 
hukum. Cakap hukum disini berarti berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak 
dalam paksaan. Nasabah rahn datang ke pegadaian dengan niat mengajukan 
pinjaman dengan menggadaikan emas yang diharapkan dapat membantu dalam 
memenuhi kebutuhannya. Sehingga tidak ada paksaan dari pegadaian syariah ke 
nasabah atau pun sebaliknya. 
4.4.1.3. Rukun Gadai (Rahn) Emas 
Rukun rahn berdasarkan wawancara dengan para informan yaitu nasabah 
yang menggadaikan, pegadaian syariah, barang jaminan, pinjaman, dan surat 
bukti rahn (SBR). SBR merupakan surat bukti bahwasanya antara nasabah dan 
pegadaian syariah melakukan transaksi rahn. SBR berisi ketentuan akad yang 
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dibuat oleh pegadaian syariah untuk nasabah. Dalam hal ini SBR merupakan 
media dalam melakukan ijab qabul.  
Dari beberapa pendapat dan teori mengenai rukun gadai (rahn) antara 
lain ar-rahin (yang menggadaikan) yaitu nasabah rahn emas, al-murtahin (yang 
menerima gadai) yaitu cabang pegadaian syariah Solo Baru, al-marhun (barang 
yang digadaikan) yaitu emas, al-marhun bih (utang) yaitu pinjaman yang 
diperoleh nasabah dari CPS Solo Baru, serta sighat, ijab dan qabul yaitu SBR. 
Hasil wawancara peneliti dengan informan sejalan dengan peneliti 
Mahmudahningtyas (2015) dimana kriteria rukun gadai dalam transaksi rahn 
emas mulai dari orang yang berakad (aqid), barang yang diakadkan (ma’qud 
alaih) dan ijab qabul (shigat).  
4.4.1.4. Pelaksanaan Gadai (Rahn) Emas 
Setelah rukun dan syarat terpenuhi semua, maka pelaksanaan gadai 
(rahn) dapat dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan 
bahwa alur pelaksanaan gadai di pegadaian syariah sama seperti pegadaian 
konvensional. Calon nasabah datang secara langsung ke Cabang Pegadaian 
Syariah Solo Baru, kemudian mengisi formulir pengajuan pinjaman dan 
menyerahkan KTP dan emas sebagai barang jaminan beserta surat tanda 
pembelian emas. 
Kedatangan nasabah secara langsung ke CPS Solo Baru dimaksudkan 
agar dalam perjanjian atau akad tersebut ada bukti tertulis dan alangkah lebih baik 
lagi jika terdapat saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut. Untuk syarat-syarat 
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yang dibebankan pihak pegadaian syariah hanya untuk kelengkapan data nasabah 
atas pengajuan pinjamannya.  
Fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 menerangkan bahwa 
hukum pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam 
bentuk rahn dibolehkan. Dalam hal menggadaikan emas juga sudah diterangkan 
di fatwa DSN-MUI Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 pasal 1 yang berbunyi, “Rahn 
emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn”. Sehingga yang telah dilakukan CPS 
Solo Baru mengenai pinjaman dengan menggadaikan barang dan emas sebagai 
barang jaminan sudah benar dan sesuai. 
Setelah menyerahkan emas sebagai barang jaminan, emas akan ditaksir 
untuk mengatahui nominal pinjaman yang didapat nasabah. Kemudian petugas 
kasir akan memberitahu ketentuan akad dengan menunjukkan SBR. Setelah 
mendapat persetujuan, nasabah menandatangani SBR. Emas akan ditahan sebagai 
barang jaminan dan nasabah dapat memperoleh pinjaman yang telah disepakati.  
Pemaparan hasil penelitian tersebut sejalan dengan peneliti Afdhila 
(2016) yang menyebutkan bahwa nasabah menyerahkan fotokopi KTP dan 
marhun, kemudian mengisi formulir permintaan pinjaman. Selanjutnya 
menandatangani akad yang berada di SBR (Surat Bukti Rahn), lalu membayar 
administrasi dan marhun bih dapat diterima. 
Hal ini juga dibenarkan dengan penelitian yang dilakukan (Susilowati, 
2008:73) mengenai pelaksanaan rahn yaitu nasabah mendatangi murtahin (kantor 
pegadaian) dan membawa marhun yang akan diserahkan kepada murtahin, 
kemudian murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga marhun 
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sebagai jaminan utangnya, setelah terpenuhi maka murtahin dan nasabah 
melakukan akad, kemudia murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih yang 
disesuaikan dengan nilai taksir barang. 
Sejalan dengan peneliti Asyuti (2013:77) mengenai prosedur pemberian 
pinjaman yaitu nasabah datang untuk melakukan pengajuan permohonan 
pembiayaan rahn dilanjutkan dengan pengisian formulir dan melampirkan 
persyaratan, kemudian bagian penaksir melakukan taksiran atas emas yang 
dibawa, setelah menaksir kemudian harga taksiran ditawarkan nasabah, apabila 
nasabah setuju maka dibuatkan akad perjanjian dan nasabah mendapatkan SBR. 
Kemudian nasabah mendapatkan uangnya. 
Dalam fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 ayat 1 berbunyi, 
“Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) 
sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi”. Sehingga 
kegiatan yang dilakukan CPS Solo Baru dengan menahan emas sebagai jaminan 
dalam memberikan pinjaman kepada nasabah adalah sudah tepat. Hal ini 
dikarenakan CPS Solo Baru menggunakan akad rahn di awal transaksi. 
4.4.2. Mekanisme Pengenaan Biaya Ijarah Produk Gadai (Rahn) Emas di 
CPS Solo Baru 
Di sub bab ini peneliti membahas tentang mekanisme pengenaan biaya 
ijarah produk gadai (rahn) emas di Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru. 
Pembahasan ini selain membahas mengenai pengenaan biaya ijarah, peneliti juga 
membahas pemanfaatan marhun bih, penetapan biaya administrasi, penyimpanan 
marhun dan penjualan barang jaminan.  
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4.4.2.1. Pemanfaatan Marhun Bih  
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti para informan bahwa 
CPS Solo Baru mengetahui pemanfaatan dana pinjaman (marhun bih) yang 
diajukan nasabah dari formulir pengajuan pinjaman yang sudah disediakan. Di 
dalamnya terdapat beberapa pilihan pemanfaatan marhun bih, diantaranya untuk 
keperluan perdagangan, pendidikan, pertanian, perumahan, kesehatan, dan 
industri. Selain ditanyakan di dalam formulir, petugas kasir akan menanyakan 
kembali perihal pemanfaatan marhun bih tersebut.  
Namun, hal tersebut hanya sebagai proses identifikasi yang digunakan 
nantinya untuk laporan ke Departemen Keuangan, dan tidak berpengaruh pada 
diterima atau ditolaknya pengajuan pinjaman oleh nasabah rahn. Sehingga 
pemanfaatan dari marhun bih yang diberikan oleh CPS Solo Baru ini tidak 
ditinjau secara detail atau tidak sampai dikondisikan dengan realitas penggunaan 
marhun bih oleh nasabah. CPS Solo Baru terkesan tidak memperdulikan 
pemanfaatan marhun bih yang sudah diberikan ke nasabah. 
Hasil wawancara yang dilakukan dapat dikaitkan dengan teori mengenai 
syarat marhun bih. Menurut pendapat ulama Hanabilah dan Syafi’iyah, bahwa 
salah satu syarat bagi marhun bih adalah harus jelas dan diketahui oleh rahin dan 
murtahin. Sehingga pemanfaatan dari marhun bih harus ditinjau apakah sesuai 
dengan yang dikatakan nasabah pada saat akad atau malah disalahgunakan. 
4.4.2.2. Penetapan Biaya Administrasi 
Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru mengenakan biaya administrasi. 
Hasil wawancara penulis dengan seluruh informan bahwa biaya administrasi 
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dikenakan nasabah pada setiap melakukan transaksi. Biaya administrasi sudah 
ditetapkan oleh CPS Solo Baru bedasarkan golongan pinjaman. Biaya 
administrasi dimulai dari Rp 2.000 hingga Rp 125.000. Pembayaran biaya 
administrasi dapat dibayar tunai atau diambil dari keseluruhan pinjaman yang 
sudah didapat nasabah.  
Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa CPS Solo Baru tidak 
menyebutkan biaya apa saja yang nyata-nyata diperlukan. Pada penetapan biaya 
administrasi, setiap golongan dibebani biaya administrasi yang berbeda-beda. 
Padahal dalam prakteknya tidak ada perlakuan yang berbeda pada layanan 
transaksi, sama-sama menggunakan fasilitas dan prosedur yang sama. Kebutuhan 
produksinya juga sama, yaitu biaya untuk memfotokopi identitas diri nasabah 
(KTP, SIM, Paspor dan sebagainya) serta biaya untuk mencetak SBR (Surat Bukti 
Rahn) yang sebenarnya jenis pencetakannya sama. 
Penelitian yang dilakukan sejalan dengan peneliti Afdhila (2016:10) 
bahwa besarnya biaya administrasi pada pegadaian syariah cabang Landungsari 
Malang ditetapkan berdasarkan golongan, dimana golongan tersebut ditetapkan 
berdasarkan jumlah pinjaman. Selanjutnya ditemukan bahwa besarnya biaya 
administrasi belum berdasarkan biaya yang nyata-nyata dikeluarkan perusahaan 
untuk proses administrasi. 
Kemudian ditambah dengan penelitian yang dilakukan Asyuti (2013:84) 
dimana produk gadai emas di bank syariah belum mengikuti landasan hukum 
fatwa tentang rahn emas yang menyatakan bahwa penetapan harga ijarah 
berdasarkan biaya-biaya nyata yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jaminan, 
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bukan berdasarkan pada target keuntungan bank atas sebuah transaksi 
pembiayaan.  
Rincian dari pengenaan biaya administrasi tanpa diketahui oleh nasabah 
rahn emas. Padahal hal ini sudah diatur pada fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-
MUI/III/2002 ayat 3 yang berbunyi, “Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 
besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan”. Sehingga 
penetapan biaya administrasi pada rahn emas di CPS Solo Baru tidak dijelaskan 
pengeluaran yang sebenarnya dikeluarkan. 
Pengenaan biaya administrasi yang didasarkan pada besarnya jumlah 
pinjaman sama halnya dengan bunga. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 1 tahun 
2004, yang dimaksud bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi 
pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa 
mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, 
diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.  
Biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman tidak 
sesuai dengan biaya-biaya yang benar-benar telah dikeluarkan oleh CPS Solo 
Baru. Kelebihan dari biaya administrasi yang dibayarkan nasabah dapat 
dikategorikan sebagai bunga atau riba yang mana hukumnya adalah haram. 
Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbasari 
dan Rahayu (2017:168) mengungkapkan pengenaan biaya administrasi pada akad 
rahn tidak lah tepat karena pegadaian syariah cabang Pamekasan dalam 
praktiknya mengenakan biaya administrasi berdasarkan golongan pinjaman. 
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Sehingga pengenaan biaya administrasi tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN-
MUI. 
4.4.2.3. Penyimpanan Marhun 
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para informan 
bahwa penyimpanan semua jenis marhun akan disimpan di CPS Solo Baru. Jenis 
marhun yang disimpan adalah klasifikasi barang bergerak seperti emas, berlian, 
brang elektronik, dan surat-surat kendaraan. Dari sekian banyak marhun yang 
disimpan, emas yang paling banyak disimpan.  
Seluruh marhun nasabah akan disimpan di suatu ruangan tersendiri. 
Dimana ruangan tersebut hanya dapat diakses oleh petugas penyimpan marhun 
dan pimpinan CPS Solo Baru. Marhun tersebut akan dikelola oleh petugas 
pengelola marhun yaitu Ibu Puri. Selain marhun dari CPS, ruangan tersebut juga 
digunakan untuk menyimpan marhun lainnya yang berasal dari UPS yang 
dibawahi oleh CPS Solo Baru. Sehingga seluruh marhun dari outlet pegadaian 
syariah di Surakarta dikumpulkan di satu tempat, yaitu di CPS Solo Baru.  
Pada fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 ayat 2 yang 
berbunyi, “Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin 
kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya 
itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya”, sehingga jika 
dikaitkan dengan praktek penyimpanan marhun di CPS Solo Baru sudah sesuai, 
dikarenakan CPS Solo Baru tidak memanfaatkan marhun tersebut, tetapi cukup 
disimpan. 
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Penyimpanan marhun di CPS Solo Baru tentu menetapkan sejumlah 
biaya sebagai pengganti atas pemeliharaan marhun. Hal ini sudah ditentukan 
fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 ayat 3 yang berbunyi, 
“Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, 
namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan 
penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin”. 
4.4.2.4. Penetapan Tarif  Biaya Ijarah  
Berdasarkan wawancara dengan para informan menyatakan bahwa biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan merupakan ujrah yang harus dibayarkan nasabah 
yang dihitung per 10 hari. Ujrah dari pemeliharaan tersebut sudah ditetapkan CPS 
Solo Baru, besarnya bergantung pada golongan pinjaman nasabah rahn emas. 
Sehingga apabila pinjaman nasabah besar, maka ujrahnya juga akan besar, dan 
sebaliknya. Hal ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-
MUI/III/2002 ayat 4 yang berbunyi, “Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan 
marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”.  
Hasil wawancara yang dilakukan peneliti sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan Mahmudahningtyas (2015:6) bahwa penetapan tarif ijarah secara garis 
besar sudah sesuai dengan fatwa MUI. Biaya ijarah yang dikenakan dihitung 
setiap 10 hari dan rahin akan diberi surat yang berisikan besarnya tarif ijarah 
yang harus dibayar sesuai tanggal pelunasan yang dilakukan oleh rahin. Namun 
demikian, ada beberapa ketidaksesuaian dengan praktek di CPS Landungsari 
Malang, yaitu penggolongan tarif ijarah yang didasarkan pada besarnya pinjaman 
(marhun bih). 
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Sejalan dengan studi yang dilakukan Hasan dan Rosdalina (2017:105) 
dalam implementasi di pegadaian syariah cabang Istiqlal Manado pada produk 
rahn emas dari segi penentuan tarif ijarah selalu berubah sesuai dengan jumlah 
pinjaman yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah. Apabila semakin besar 
atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan nasabah, maka semakin besar 
pula nasabah dikenakan tarif ijarah. Begitu pun sebaliknya. 
Sementara itu Hasan, Syarifudin dan Luntajo (2016:45-46) 
mengungkapkan terjadi ketidaksesuaian berdasarkan fatwa DSN-MUI, yaitu 
terdapat dua akad dalam satu transaksi (rahn dan ijarah). Selain itu, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan marhun ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
4.4.2.5. Penjualan Marhun 
Mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor:09/DSN-MUI/IV/2000 ayat 9 
yang berbunyi, “Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak” sudah tepat, dimana CPS 
Solo Baru menentukan berdasarkan jangka waktu nasabah melunasi 
kewajibannya, yaitu selama 4 bulan atau 120 hari, atau dapat dilunasi sebelum 
waktu 4 bulan tersebut.  
Tetapi jika dalam waktu 4 bulan belum dapat melunasi marhun bih, maka 
nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan perlunasan atas marhun 
bih. Sehingga perpanjangan akan dilakukan selama 4 bulan kedepan lagi. Namun 
jika nasabah terlambat melakukan perpanjangan atau melakukan cicilan melebihi 
batas waktu, maka nasabah akan dikenakan denda. Jika nasabah sudah tidak 
sanggup untuk melunasi, maka CPS akan melakukan pelelangan.  
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Karyawan CPS Solo Baru memberikan informasi kepada nasabah setiap 
melakukan cicilan mengenai tanggal jatuh tempo. Sehingga diharapkan sebelum 
tanggal jatuh tempo, nasabah dapat memutuskan untuk memperpanjang cicilan, 
menunda pelelangan atau marhun dilelang.  
Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 ayat 5 
berisi apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera 
melunasi utangnya. Kemudian apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, 
maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Dalam 
hal ini, praktek CPS Solo Baru mengenai hal tersebut sudah tepat berdasarkan 
fatwa. 
Nasabah yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar 
sisa pinjaman, maka CPS Solo Baru akan menjual marhunnya dengan cara 
dilelang. Pelaksanaan lelang bertujuan untuk menutupi sisa pinjaman yang belum 
sempat terlunasi. Apabila ada sisa pelelangan maka akan dikembalikan ke nasabah 
pemilik barang yang telah di lelang tersebut.  
Pernyataan tersebut juga dijelaskan di dalam fatwa DSN-MUI 
Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 ayat 5c yang berbunyi, “Hasil penjualan marhun 
digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang 
belum dibayar serta biaya penjualan”. Penerapan yang dilakukan CPS Solo Baru 
sudah sesuai dengan isi  fatwa tersebut. 
Lelang biasanya akan diumumkan dan terkadang dilelang di acara-acara 
seperti seminar dan workshop yang berkaitan dengan hal itu maupun acara yang 
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diselenggarakan oleh pegadaian syariah. Selain pelelangan di luar, juga akan 
diadakan di CPS Solo Baru.  
Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 ayat 5 
berbunyi, “Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 
pemeliharaan daan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 
Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi 
kewajiban rahin”. Sehingga kegiatan penjualan marhun yang dilakukan CPS Solo 
Baru sudah tepat. 
Tabel 4.4 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
 Teori dan Fatwa 
DSN-MUI 
Praktik di CPS Solo 
Baru 
Analisis 
Syarat 
pengajuan 
 Syarat barang 
jaminan harus 
dapat 
diperjualbelikan, 
merupakan harta 
yang bernilai, 
harus dapat 
dimanfaatkan, 
harus diketahui 
secara fisiknya, 
dan harus dimiliki 
rahin atau 
setidaknya harus 
seizin pemilik 
barang tersebut.  
 Fatwa DSN-MUI 
Nomor: 09/DSN-
MUI/IV/2000 
harus bisa dinilai 
dan harus yang 
bersifat 
dibolehkan atau 
tidak diharamkan.  
 Syarat bagi calon 
nasabah rahn 
emas yaitu 
membawa barang 
jaminan berupa 
emas beserta 
surat atau 
kwitansi 
pembelian 
dengan disertai 
kartu identitas 
diri, seperti KTP, 
SIM, paspor atau 
kartu identitas 
lainnya.  
 
Syarat pengajuan 
yang diterapkan 
di CPS Solo Baru 
sudah sesuai 
dengan teori dan 
fatwa DSN-MUI. 
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 Fatwa DSN-MUI 
Nomor: 26/DSN-
MUI/III/2002 ayat 
1 yang 
menyatakan 
bahwa menjadikan 
emas sebagai 
barang jaminan 
untuk memperoleh 
pinjaman menurut 
fatwa 
diperbolehkan. 
Syarat / 
Kriteria 
Nasabah 
 Pasal 330 KHES 
yang 
menyebutkan 
bahwa para pihak 
yang melakukan 
akad gadai harus 
sudah cakap 
hukum. Cakap 
hukum disini 
berarti berakal, 
sudah dewasa atau 
baligh serta tidak 
dalam paksaan.  
 Syarat atau 
kriteria nasabah 
yang ingin 
mengajukan 
pinjaman dengan 
rahn emas adalah 
usia diatas 17 
tahun. 
Dikarenakan 
syarat pengajuan 
di awal adalah 
menunjukkan 
kartu identitas 
diri seperti KTP 
dan SIM yang 
hanya akan 
dimiliki 
seseorang apabila 
sudah berusia 17 
tahun keatas. 
 CPS Solo Baru 
tidak 
mengharuskan 
nasabahnya 
beragama Islam, 
meskipun 
pegadaiannya 
berbasis syariah. 
Walaupun hanya 
sedikit nasabah 
non Islam yang 
menjadi nasabah 
rahn emas di 
Syarat atau 
kriteria nasabah 
gadai (rahn) 
emas di CPS 
Solo Baru sudah 
sesuai. 
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CPS Solo Baru. 
Rukun Gadai  Rukun gadai 
(rahn) antara lain 
ar-rahin (yang 
menggadaikan), 
al-murtahin (yang 
menerima gadai), 
al-marhun (barang 
yang digadaikan), 
al-marhun bih 
(utang), serta 
sighat, ijab dan 
qabul. 
 Rukun rahn yaitu 
nasabah yang 
menggadaikan, 
pegadaian 
syariah, barang 
jaminan, 
pinjaman, dan 
surat bukti rahn 
(SBR). SBR 
merupakan surat 
bukti 
bahwasanya 
antara nasabah 
dan pegadaian 
syariah 
melakukan 
transaksi rahn.  
Rukun gadai 
yang diterapkan 
di CPS Solo Baru 
sudah sesuai 
dengan teori. 
Pelaksanaan 
Gadai 
 Fatwa DSN-MUI 
Nomor:25/DSN-
MUI/III/2002 
menerangkan 
bahwa hukum 
pinjaman dengan 
menggadaikan 
barang sebagai 
jaminan utang 
dalam bentuk rahn 
dibolehkan. 
Dalam hal 
menggadaikan 
emas juga sudah 
diterangkan di 
fatwa DSN-MUI 
Nomor:26/DSN-
MUI/III/2002 
pasal 1 yang 
berbunyi, “Rahn 
emas dibolehkan 
berdasarkan 
prinsip rahn”. 
 Fatwa DSN-MUI 
Nomor:25/DSN-
MUI/III/2002 ayat 
 Calon nasabah 
datang secara 
langsung ke 
Cabang 
Pegadaian 
Syariah Solo 
Baru, kemudian 
mengisi formulir 
pengajuan 
pinjaman dan 
menyerahkan 
KTP dan emas 
sebagai barang 
jaminan beserta 
surat tanda 
pembelian emas. 
Kedatangan 
nasabah secara 
langsung ke CPS 
Solo Baru 
dimaksudkan agar 
dalam perjanjian 
atau akad tersebut 
ada bukti tertulis 
dan alangkah 
lebih baik lagi 
jika terdapat saksi 
Pelaksanaan 
gadai (rahn) 
emas di CPS 
Solo Baru sudah 
sesuai dengan 
fatwa. 
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1 berbunyi, 
“Murtahin 
(penerima barang) 
mempunyai hak 
untuk menahan 
marhun (barang) 
sampai semua 
utang rahin (yang 
menyerahkan 
barang) dilunasi”.  
yang 
menyaksikan 
perjanjian 
tersebut. Untuk 
syarat-syarat yang 
dibebankan pihak 
pegadaian syariah 
hanya untuk 
kelengkapan data 
nasabah atas 
pengajuan 
pinjamannya.  
 Setelah 
menyerahkan 
emas sebagai 
barang jaminan, 
emas akan ditaksir 
untuk mengatahui 
nominal pinjaman 
yang didapat 
nasabah. 
Kemudian petugas 
kasir akan 
memberitahu 
ketentuan akad 
dengan 
menunjukkan 
SBR. Setelah 
mendapat 
persetujuan, 
nasabah 
menandatangani 
SBR. Emas akan 
ditahan sebagai 
barang jaminan 
dan nasabah dapat 
memperoleh 
pinjaman yang 
telah disepakati.  
Pemanfaatan 
marhun bih 
 Pendapat ulama 
Hanabilah dan 
Syafi’iyah, bahwa 
salah satu syarat 
bagi marhun bih 
adalah harus jelas 
 CPS Solo Baru 
mengetahui 
pemanfaatan dana 
pinjaman 
(marhun bih) 
yang diajukan 
Pemanfaatan 
marhun bih pada 
CPS Solo Baru 
belum sesuai 
dengan teori 
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dan diketahui oleh 
rahin dan 
murtahin. 
Sehingga 
pemanfaatan dari 
marhun bih harus 
ditinjau apakah 
sesuai dengan 
yang dikatakan 
nasabah pada saat 
akad atau malah 
disalahgunakan. 
nasabah dari 
formulir 
pengajuan 
pinjaman yang 
sudah disediakan. 
Di dalamnya 
terdapat beberapa 
pilihan 
pemanfaatan 
marhun bih, 
diantaranya untuk 
keperluan 
perdagangan, 
pendidikan, 
pertanian, 
perumahan, 
kesehatan, dan 
industri. Selain 
ditanyakan di 
dalam formulir, 
petugas kasir akan 
menanyakan 
kembali perihal 
pemanfaatan 
marhun bih 
tersebut. 
 Namun, hal 
tersebut hanya 
sebagai proses 
identifikasi yang 
digunakan 
nantinya untuk 
laporan ke 
Departemen 
Keuangan, dan 
tidak berpengaruh 
pada diterima atau 
ditolaknya 
pengajuan 
pinjaman oleh 
nasabah rahn. 
Sehingga 
pemanfaatan dari 
marhun bih yang 
diberikan oleh 
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CPS Solo Baru ini 
tidak ditinjau 
secara detail atau 
tidak sampai 
dikondisikan 
dengan realitas 
penggunaan 
marhun bih oleh 
nasabah. CPS 
Solo Baru 
terkesan tidak 
memperdulikan 
pemanfaatan 
marhun bih yang 
sudah diberikan ke 
nasabah. 
Penetapan 
biaya 
administrasi 
 Pada fatwa DSN-
MUI Nomor: 
26/DSN-
MUI/III/2002 ayat 
3 yang berbunyi, 
“Ongkos 
sebagaimana 
dimaksud ayat 2 
besarnya 
didasarkan pada 
pengeluaran yang 
nyata-nyata 
diperlukan”. 
 Pengenaan biaya 
administrasi yang 
didasarkan pada 
besarnya jumlah 
pinjaman sama 
halnya dengan 
bunga. 
Berdasarkan 
fatwa MUI 
Nomor 1 tahun 
2004, yang 
dimaksud bunga 
adalah tambahan 
yang dikenakan 
dalam transaksi 
pinjaman uang 
 Biaya administrasi 
dikenakan 
nasabah pada 
setiap melakukan 
transaksi. Biaya 
administrasi sudah 
ditetapkan oleh 
CPS Solo Baru 
bedasarkan 
golongan 
pinjaman. 
Pembayaran biaya 
administrasi dapat 
dibayar tunai atau 
diambil dari 
keseluruhan 
pinjaman yang 
sudah didapat 
nasabah.  
 CPS Solo Baru 
tidak 
menyebutkan 
biaya apa saja 
yang nyata-nyata 
diperlukan. Pada 
penetapan biaya 
administrasi, 
setiap golongan 
dibebani biaya 
Penetapan biaya 
administrasi yang 
diterapkan CPS 
Solo Baru belum 
sesuai dengan 
fatwa 
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yang 
diperhitungkan 
dari pokok 
pinjaman tanpa 
mempertimbangk
an 
pemanfaatan/hasil 
pokok tersebut, 
berdasarkan 
tempo waktu, 
diperhitungkan 
secara pasti di 
muka, dan pada 
umumnya 
berdasarkan 
persentase.  
administrasi yang 
berbeda-beda. 
Padahal dalam 
prakteknya tidak 
ada perlakuan 
yang berbeda 
pada layanan 
transaksi, sama-
sama 
menggunakan 
fasilitas dan 
prosedur yang 
sama. Kebutuhan 
produksinya juga 
sama, yaitu biaya 
untuk 
memfotokopi 
identitas diri 
nasabah (KTP, 
SIM, Paspor) serta 
biaya untuk 
mencetak SBR 
yang sebenarnya 
jenis 
pencetakannya 
sama. 
Penyimpanan 
marhun 
 Pada fatwa DSN-
MUI 
Nomor:25/DSN-
MUI/III/2002 ayat 
2 yang berbunyi, 
“Pada prinsipnya, 
marhun tidak 
boleh 
dimanfaatkan oleh 
murtahin kecuali 
seizin rahin, 
dengan tidak 
mengurangi nilai 
marhun dan 
pemanfaatannya 
itu sekadar 
pengganti biaya 
pemeliharaan dan 
perawatannya”. 
 Seluruh marhun 
nasabah akan 
disimpan di suatu 
ruangan 
tersendiri. 
Dimana ruangan 
tersebut hanya 
dapat diakses 
oleh petugas 
penyimpan 
marhun dan 
pimpinan CPS 
Solo Baru. 
Marhun tersebut 
akan dikelola 
oleh petugas 
pengelola 
marhun. Selain 
marhun dari 
Penyimpanan 
marhun yang 
diterapkan CPS 
Solo Baru sudah 
sesuai dengan 
fatwa 
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 Fatwa DSN-MUI 
Nomor:25/DSN-
MUI/III/2002 ayat 
3 yang berbunyi, 
“Pemeliharaan dan 
penyimpanan 
marhun pada 
dasarnya menjadi 
kewajiban rahin, 
namun dapat 
dilakukan juga 
oleh murtahin, 
sedangkan biaya 
dan pemeliharaan 
penyimpanan tetap 
menjadi kewajiban 
rahin”. 
CPS, ruangan 
tersebut juga 
digunakan untuk 
menyimpan 
marhun lainnya 
yang berasal dari 
UPS yang 
dibawahi oleh 
CPS Solo Baru. 
Sehingga seluruh 
marhun dari 
outlet pegadaian 
syariah di 
Surakarta 
dikumpulkan di 
satu tempat, yaitu 
di CPS Solo 
Baru.  
 Penyimpanan 
marhun di CPS 
Solo Baru tentu 
menetapkan 
sejumlah biaya 
sebagai pengganti 
atas pemeliharaan 
marhun. 
Penetapan 
tarif biaya 
ijarah 
 Fatwa DSN-MUI 
Nomor:25/DSN-
MUI/III/2002 ayat 
4 yang berbunyi, 
“Besar biaya 
pemeliharaan dan 
penyimpanan 
marhun tidak 
boleh ditentukan 
berdasarkan 
jumlah pinjaman”. 
 Biaya 
pemeliharaan dan 
penyimpanan 
merupakan ujrah 
yang harus 
dibayarkan 
nasabah yang 
dihitung per 10 
hari. Ujrah dari 
pemeliharaan 
tersebut sudah 
ditetapkan CPS 
Solo Baru, 
besarnya 
bergantung pada 
golongan 
pinjaman nasabah 
rahn emas. 
Sehingga apabila 
Penetapan tarif 
biaya ijarah yang 
diterapkan CPS 
Solo Baru belum 
sesuai dengan 
fatwa 
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pinjaman nasabah 
besar, maka 
ujrahnya juga 
akan besar, dan 
sebaliknya. 
Penjualan 
marhun 
 Fatwa DSN-MUI 
Nomor:09/DSN-
MUI/IV/2000 ayat 
9 yang berbunyi, 
“Kelenturan 
(flexibility) dalam 
menentukan sewa 
atau upah dapat 
diwujudkan dalam 
ukuran waktu, 
tempat dan jarak”.  
 Fatwa DSN-MUI 
Nomor:25/DSN-
MUI/III/2002 ayat 
5 berisi apabila 
jatuh tempo, 
murtahin harus 
memperingatkan 
rahin untuk segera 
melunasi 
utangnya. 
Kemudian apabila 
rahin tetap tidak 
dapat melunasi 
utangnya, maka 
marhun dijual 
paksa atau 
dieksekusi melalui 
lelang sesuai 
syariah. 
 Fatwa DSN-MUI 
Nomor:25/DSN-
MUI/III/2002 ayat 
5c yang berbunyi, 
“Hasil penjualan 
marhun digunakan 
untuk melunasi 
utang, biaya 
pemeliharaan dan 
 CPS Solo Baru 
menentukan 
berdasarkan 
jangka waktu 
nasabah melunasi 
kewajibannya, 
yaitu selama 4 
bulan atau 120 
hari, atau dapat 
dilunasi sebelum 
waktu tersebut. 
Tetapi jika dalam 
waktu 4 bulan 
belum dapat 
melunasi marhun 
bih, maka 
nasabah dapat 
mengajukan 
permohonan 
perpanjangan 
perlunasan atas 
marhun bih. Jika 
nasabah sudah 
tidak sanggup 
untuk melunasi, 
maka CPS akan 
melakukan 
pelelangan. 
 Karyawan CPS 
Solo Baru 
memberikan 
informasi kepada 
nasabah setiap 
melakukan 
cicilan mengenai 
tanggal jatuh 
tempo. Sehingga 
diharapkan 
sebelum tanggal 
jatuh tempo, 
Praktik penjualan 
marhun pada 
produk gadai 
(rahn) emas di 
CPS Solo Baru 
sudah sesuai 
dengan fatwa 
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penyimpanan yang 
belum dibayar 
serta biaya 
penjualan”. 
Penerapan yang 
dilakukan CPS 
Solo Baru sudah 
sesuai dengan isi  
fatwa tersebut. 
 Fatwa DSN-MUI 
Nomor:25/DSN-
MUI/III/2002 ayat 
5 berbunyi, “Hasil 
penjualan marhun 
digunakan untuk 
melunasi utang, 
biaya 
pemeliharaan daan 
penyimpanan yang 
belum dibayar 
serta biaya 
penjualan. 
Kelebihan hasil 
penjualan menjadi 
milik rahin dan 
kekurangannya 
menjadi kewajiban 
rahin”. 
nasabah dapat 
memutuskan 
untuk 
memperpanjang 
cicilan, menunda 
pelelangan atau 
marhun dilelang.  
 Nasabah yang 
tidak dapat 
melaksanakan 
kewajibannya 
untuk membayar 
sisa pinjaman, 
maka CPS Solo 
Baru akan 
menjual 
marhunnya 
dengan cara 
dilelang. Apabila 
ada sisa 
pelelangan maka 
akan 
dikembalikan ke 
nasabah pemilik 
barang yang telah 
di lelang tersebut.  
 Lelang biasanya 
akan diumumkan 
dan terkadang 
dilelang di acara-
acara seperti 
seminar dan 
workshop yang 
berkaitan dengan 
hal itu maupun 
acara yang 
diselenggarakan 
oleh pegadaian 
syariah. Selain 
pelelangan di 
luar, juga akan 
diadakan di CPS 
Solo Baru. 
Sumber: diolah penulis dari berbagai literatur 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian, analisis dan pembahasan di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai (rahn) emas di Cabang Pegadaian Syariah 
(CPS) Solo Baru secara garis besar tidak jauh berbeda dengan mekanisme gadai 
konvensional. Perbedaan hanya terdapat dalam istilah syariah yang digunakan 
pihak pegadaian syariah. Syarat pengajuan, kriteria nasabah dan rukun gadai 
(rahn) emas di CPS Solo Baru sesuai dengan teori, baik buku, jurnal, fatwa DSN-
MUI maupun penelitian terdahulu. 
Selain itu, implementasi pengenaan biaya ijarah pada produk gadai (rahn) 
emas di Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru belum sesuai dengan fatwa DSN-
MUI. Hal ini dikarenakan biaya ijarah yang meliputi biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan marhun didasarkan pada golongan pinjaman, sedangkan fatwa 
DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 ayat 4 menyatakan bahwa besar biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan 
jumlah pinjaman. Tetapi harus berdasarkan pada besaran nilai taksiran. 
Rincian pengenaan biaya administrasi yang ditetapkan CPS Solo Baru 
tidak diketahui oleh nasabah. Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-
MUI/III/2002 ayat 3 menyatakan bahwa besarnya ongkos didasarkan pada 
pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Selain itu, pengenaan biaya 
administrasi juga didasarkan pada besarnya jumlah pinjaman. Sehingga semakin 
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banyak jumlah pinjaman yang di dapat, maka semakin banyak pula biaya 
administrasi yang dikeluarkan nasabah. 
Penyimpanan marhun yang diterapkan di CPS Solo Baru sudah sesuai 
dengan fatwa yang menyatakan pada prinsipnya, marhun tidak boleh 
dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin. Hal ini dikarenakan semua 
marhun, baik di UPS maupun CPS akan disimpan di dalam satu ruangan. 
Namun, pada pemanfaatan marhun bih pihak CPS Solo Baru tidak ditinjau 
secara detail dengan realitas penggunaan marhun bih oleh nasabah. Hal ini 
bertentangan dengan teori yang menyatakan pemanfaatan marhun bih harus jelas 
dan diketahui oleh rahin dan murtahin. 
Untuk penjualan marhun yang diterapkan di CPS Solo Baru sudah sesuai 
dengan fatwa DSN-MUI, mulai dari peringatan mengenai tanggal jatuh tempo 
sampai dengan penjualan marhun. 
 
5.2. Saran 
Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh di Cabang Pegadaian Syariah 
(CPS) Solo Baru, maka peneliti ingin memberikan sedikit masukan, yaitu: 
1. Memperbaiki implementasi pengenaan biaya atas akad ijarah yang menjadi 
pembeda dengan pegadaian konvensional, dengan memperhatikan fatwa 
DSN-MUI. 
2. Perlu mengupayakan untuk melawan riba. Dilihat dari pelaksanaan gadai 
yang masih terdapat praktek riba dikarenakan pihak CPS Solo Baru 
melakukan kerja sama dengan pegadaian konvensional. 
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3. Memberi pengetahuan dan pemahaman kepada nasabah mengenai manfaat 
melakukan transaksi di pegadaian syariah. 
4. Meningkatkan kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kinerja 
lembaga keuangan syariah non bank. 
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas lokasi penelitian, 
tidak hanya pada satu tempat. Secara objektif, penelitian ini masih perlu 
dikembangkan dan perbedaan waktu akan berpengaruh. Hal ini dikarenakan apa 
yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung tidak dapat dijadikan 
patokan bahwa akan terjadi hal yang sama di waktu yang berbeda. Dengan 
keterbatasan yang ada diharapkan penelitian ini dapat ditindaklanjuti dan menjadi 
masukan bagi penelitian selanjutnya. 
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FORM OBSERVASI 
Hari / Tanggal  : Kamis, 4 Januari 2018 
Observer          : Ayu Siti Rochmah 
Lokasi              : Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru 
                           Jalan Yos Sudarso No. 19B, Kwarasan, Grogol, 
                           Sukoharjo 
 
ISI 
Secara geografis, kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Solo 
Baru terletak di tengah perkotaan, yaitu perbatasan antara Surakarta dan 
Solo Baru, Sukoharjo. Akan tetapi keberadaan kantor CPS Solo Baru 
tidak begitu mudah diketahui oleh masyarakat yang belum pernah 
mengetahui adanya pegadaian syariah di Solo Baru. Hal ini dikarenakan 
kantor CPS Solo Baru yang tidak begitu luas dan berada di kawasan ruko. 
Selain itu papan informasi juga tidak begitu terlihat dikarenakan tidak 
terlalu besar. Namun dapat dibantu dengan warna cat kantor berwarna 
putih bergaris hijau yang menjadi ciri khas dari kantor pegadaian, 
sehingga dapat membantu masyarakat mengetahui adanya kantor 
pegadaian, walapun mereka tidak mengetahui secara pasti mengenai 
kantor pegadaian syariah atau konvensional. 
 
Calon nasabah atau nasabah yang ingin berkunjung ke CPS Solo 
Baru, akses parkir kendaraannya terlalu sempit, sehingga jika dalam 
keadaan ramai, kendaraan bermotor yang parkir akan membludak hingga 
parkir di samping kantor yang sebenarnya merupakan tempat parkir toko 
lain disebelahnya. Untuk kendaraan roda empat parkir di pinggir jalan 
raya sehingga mempersempit lajur jalan raya. Bagi karyawan memiliki 
tempat parkir sendiri di dalam kantor. 
 
Ruangan didalamnya juga terasa sempit dengan jumlah kursi 
untuk nasabah yang banyak. Ditambah lagi dengan peralatan pendukung 
seperti hadiah motor yang juga dipajang di dalam sehingga menambah 
kapasitas ruangan lebih penuh. Kegiatan pelayanan CPS Solo Baru setiap 
hari yaitu Senin s.d Jumat dengan waktu layanan pukul 07.30 WIB 
sampai dengan 15.00 WIB dan hari Sabtu pukul 07.30 WIB sampai 
dengan pukul 12.30 WIB. Karyawan yang ada di CPS Solo Baru terdiri 
dari pimpinan cabang, penaksir, kasir, pengelola marhun, security, driver 
dan office boy.  
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FORM OBSERVASI 
Hari / Tanggal  : Kamis, 4 Oktober 2018 
Observer          : Ayu Siti Rochmah 
Lokasi              : Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru 
                           Jalan Yos Sudarso No. 398, Dawung Tengah, Serengan,  
                           Surakarta 
 
ISI 
Di alamat kantor yang baru secara geografis, kantor Cabang 
Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru juga terletak di tengah perkotaan, 
yaitu perbatasan antara Surakarta dan Solo Baru, Sukoharjo. Perpindahan 
alamat disebabkan minimnya kantor sebelumnya dan proses 
pembangunan kantor yang baru sudah selesai dan siap untuk dihuni. 
Selain itu, pihak CPS Solo Baru memilih kantor yang baru ini tidak jauh 
dengan kantor yang lama sehingga nasabah dan masyarakat tidak 
kesulitan dan memperbaiki akses ke CPS Solo Baru yang selama ini juga 
menjadi bahan masukan bagi semua pihak. Perpindahan ini hanya 
berjarak sekitar 200 meter dari kantor sebelumnya. 
 
Kantor CPS Solo Baru yang baru sudah strategis, bangunannya 
lebih luas dan akses parkir nasabah lebih luas dan memadai. Selain itu 
lokasi CPS Solo Baru juga tepat disamping lampu merah ke arah 
Singosaren, sehingga masyarakat dapat mengetahui keberadaan CPS Solo 
Baru ketika mereka sedang berhenti di lampu merah atau sedang 
melajukan kendaraannya. Selain dekat dengan lampu merah, lokasi 
kantor juga berada di persimpangan jalan menuju pabrik Konimex. 
 
Ruangan didalamnya tidak terasa sempit, jauh lebih luas 
dibandingkan dengan kantor sebelumnya. Walaupun jumah kursi masih 
sama dengan tempat duduk di kantor sebelumnya, namun masih ada 
tempat cukup longgar untuk pihak CPS Solo Baru meletakkan peralatan 
pendukung lainnya. Selain itu, kantor CPS Solo Baru memiliki 2 lantai, 
sehingga akses nasabah yang membutuhkan pertemuan dengan pimpinan 
cabang dapat langsung ke lantai 2. Berbeda dengan kantor sebelumnya 
yang harus lewat belakang kantor. 
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FORM WAWANCARA 
0 1 
 
Hari / Tanggal : Kamis, 4 Januari 2018 
Informan         : Ibu Supriyati, S.E 
Jabatan            : Pimpinan Cabang 
Lokasi             : Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru       
                          Jalan Yos Sudarso No. 19B, Kwarasan, Grogol, 
                          Sukoharjo 
 
PERTANYAAN POKOK 
 
Secara garis besar pelaksanaan gadai (rahn) emas di Cabang 
Pegadaian Syariah (CPS) Solo Baru sama dengan pegadaian 
konvensional. Syarat nasabah dalam mengajukan pinjaman dengan gadai 
emas hanya menyerahkan emas dan kwitansi pembelian dengan disertai 
kartu identitas seperti KTP. Mekanisme gadai (rahn) emas dimulai dari 
nasabah menyerahkan emas beserta surat dan KTP, kemudian emas akan 
ditaksir oleh petugas. Taksiran tersebut akan diketahui nominal 
pinjaman yang didapat nasabah. Setelah mendapat persetujuan, nasabah 
menandatangani SBR dan akan dijelaskan ketentuannya oleh petugas 
kasir. Kemudian uang pinjaman dapat dibawa pulang. 
Semua marhun akan disimpan di salah satu ruangan CPS Solo 
Baru, dimana di dalam ruangan tersebut hanya berisi barang jaminan 
(marhun) nasabah. Nasabah tersebut berasal dari CPS Solo Baru 
maupun unit-unit yang tersebar di Surakarta. Pengelolaan marhun 
memiliki petugas yang mengurusi tentang itu. Apabila nasabah UPS 
ingin melunasi dan mengambil marhunnya, maka diminta untuk 
memberitahu pihak UPS 1-2 hari sebelum pengambilan barang. 
Sehingga petugas pengelola marhun dapat mempersiapkan barangnya. 
Selain itu, biaya administrasi di setiap transaksi berbeda, 
perbedaan tersebut sesuai dengan marhun bih. Selain itu, biaya 
administrasi juga sudah ditetapkan oleh pegadaian syariah. Kemudian 
nasabah juga dapat membayarkan biaya administrasinya secara tunai 
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maupun dikurangi dari keseluruhan pinjaman yang didapat nasabah. 
Penetapan tarif ujrah sama dengan penetapan biaya administrasi, yaitu 
berdasarkan golongan pinjamannya. Penetapan biaya tersebut juga sudah 
ditetapkan oleh pegadaian syariah. 
Untuk cara menghitung taksiran memiliki pendidikan dan ilmu 
tersendiri, sehingga tidak sembarang orang dapat melakukan taksiran 
tersebut. Apabila nasabah gadai (rahn) emas tidak dapat melunasi 
kewajibannya, maka pihak pegadaian akan menjual barang tersebut 
dengan cara dilelang. Kegiatan lelang bertujuan untuk menutupi sisa 
pinjaman, jika ada sisa akan dikembalikan ke nasabah. Kegiatan lelang 
biasanya akan diumumkan dan terkadang dilelang di acara seminar, 
workshop, maupun acara yang diselenggarakan oleh pegadaian syariah. 
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FORM WAWANCARA 
0 2 
 
Hari / Tanggal : Kamis, 11 Oktober 2018 
Informan         : Bapak Bambang Priyanto, S.E 
Jabatan            : Penaksir 
Lokasi             : Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru       
                          Jalan Yos Sudarso No. 398, Dawung Tengah, Serengan,  
                          Surakarta 
 
PERTANYAAN POKOK 
 
Pelaksanaan gadai (rahn) dinyatakan akan sah apabila rukun 
gadai (rahn) sudah terpenuhi. Rukun gadai meliputi nasabah, CPS Solo 
Baru, barang jaminan, pinjaman dan akad yang diwakili SBR. 
Mekanisme pelaksanaan gadai (rahn) emas yaitu nasabah mengantri 
kemudian mengisi formulir. Setelah dipanggil, nasabah menyerahkan 
syarat pengajuan seperti KTP dan emas beserta suratnya. Kemudian 
beliau akan menaksir emas tersebut dan hasilnya akan diberikan ke 
kasir. Kasir akan memberitahu nasabah mengenai nominal pinjaman. 
Ketika nasabah sudah sepakat maka nasabah akan menandatangani SBR. 
Selanjutnya nasabah mendapatkan pinjaman, sebagai jaminannya, emas 
nasabah akan ditahan di CPS Solo Baru. 
Biaya administrasi sudah ditetapkan pegadaian syariah dan sudah 
memiliki aturan sehingga paten. Semakin kecil jumlah pinjaman yang 
didapat nasabah, maka semakin kecil pula biaya administrasi yang 
dikeluarkan. Sedangkan tarif ujrah atau ijarah dibayarkan pada saat 
nasabah mencicil, melunasi atau memperpanjang marhun bihnya dengan 
akad yang baru. 
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FORM WAWANCARA 
0 3 
 
Hari / Tanggal : Kamis, 4 Oktober 2018 
Informan         : Bapak Purwiyono, S.E 
Jabatan            : Pimpinan Cabang 
Lokasi             : Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru       
                          Jalan Yos Sudarso No. 398, Dawung Tengah, Serengan,  
                          Surakarta 
 
PERTANYAAN POKOK 
 
Syarat pengajuan rahn emas hanya barang agunannya yaitu emas 
tanpa disertai bukti kepemilikan, tetapi cukup kwitansi pembelian dari 
toko emas. Selain itu, nasabah diminta untuk menunjukkan kartu 
identitas seperti KTP atau SIM. Kriteria atau syarat nasabah yang ingin 
mengajukan pinjaman dengan gadai (rahn) emas adalah yang sudah 
memiliki KTP, yang berarti calon nasabah tersebut berusia diatas 17 
tahun. Namun rata-rata nasabah rahn emas sudah diatas 20 tahun bahkan 
sudah berumah tangga. Selain itu, CPS Solo Baru tidak mengharuskan 
calon nasabah atau nasabahnya beragama Islam.  
Alur pelaksanaan gadai yaitu calon nasabah datang langsung ke 
CPS Solo Baru dengan menyerahkan barang jaminan dan kartu identitas. 
Selanjutnya barang akan ditakasir, kemudian kasir akan memberitahu 
nasabah dan akan memberikan pinjaman yang diminta oleh nasabah. 
Semua jenis barang jaminan (marhun), baik yang melakukan transaksi 
rahn emas di UPS maupun CPS akan disimpan di CPS Solo Baru. 
Sehingga apabila nasabah UPS ingin melunasi pinjamannya dan 
mengambil barangnya kembali, diminta untuk memberitahu pihak UPS 
tersebut sehari sebelumnya, agar pihak UPS dapat memberikan 
informasi ke CPS mengenai pengembalian marhun.  
Kemudian pihak CPS Solo Baru dapat mengetahui alasan 
nasabah mengajukan pinjaman dengan menggadaikan emas atau 
pemanfaatan marhun bih dari formulir pengajuan pinjaman. Dalam 
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formulir tersebut terdapat pilihan mengenai pemanfaatan marhun bih, 
yaitu perdagangan, pendidikan, pertanian, perumahan, kesehatan dan 
industri. Sehingga pihak CPS Solo Baru mengetahui maksud dari 
permohonan pengajuan pinjaman nasabah dari formulir yang diisi. 
Penetapan biaya administrasi ditetapkan sesuai dengan golongan 
pinjamannya. Selain itu, tarif ujrah merupakan tarif untuk biaya 
pemeliharaan marhun per 10 hari dan sudah ditetapkan oleh pegadaian 
syariah. Untuk sistem cicilan dan perpanjangan diserahkan ke nasabah. 
Jika nasabah tidak dapat melunasi cicilan dan tidak melakukan 
perpanjangan akad, maka CPS Solo Baru akan melakukan pelelangan. 
Selain pelelangan di acara-acara luar, juga diadakan di pegadaian 
syariah sendiri. 
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FORM WAWANCARA 
0 4 
 
Hari / Tanggal : Kamis, 4 Januari 2018 
Informan         : Ibu Rieka Puspita Ningrum, S.E, M.M 
Jabatan            : Kasir 
Lokasi             : Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru       
                          Jalan Yos Sudarso No. 19B, Kwarasan, Grogol, 
                          Sukoharjo 
 
PERTANYAAN POKOK 
 
Syarat pengajuan rahn emas hanya emas dan surat atau kwitansi 
serta kartu identitas diri. Untuk kriteria calon nasabah rahn emas yaitu 
dewasa dan memiliki niat untuk melakukan pinjaman dengan 
menggadaikan emas di CPS Solo Baru. Sedangkan rukun gadai terdiri 
dari nasabah, pegadaian syariah, pinjaman yang diberikan, barang 
jaminan dan SBR.  
Pelaksanaan rahn yaitu nasabah datang dengan membawa emas 
sebagai barang jaminan dengan menunjukkan kwitansi pembelian dan 
KTP. Setelah itu akan ditaksir, kemudian diinput dan dipersiapkan SBR 
dan lain-lain. Setelah ditaksir petugas akan memberitahu nasabah 
mengenai pinjaman yang didapat sesuai dengan taksiran. Selain 
pinjaman juga akan diberitahu biaya administrasi dan ujrah yang harus 
dibayarkan dimuka oleh nasabah serta diterangkan ketentuan yang sudah 
dituangkan di dalam SBR. Setelah mencapai persetujuan, nasabah 
menandatangani SBR dan mendapatkan pinjamannya. 
Selain pemanfaatan marhun bih sudah ditanyakan di formulir, 
akan ditanyakan kembali oleh pihak pegadaian syariah di awal transaksi. 
Kemudian biaya administrasi sudah ditentukan oleh pihak pegadaian 
syariah. Tidak terkecuali ujrah yang juga sudah ditetapkan dan 
bergantung pada golongan pinjaman nasabah. Besarnya pinjaman yang 
diperoleh maka semakin besar pula tarif ujrahnya. Tarif ujrah digunakan 
sebagai biaya-biaya atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan  marhun 
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selama berada di CPS Solo Baru. Setiap pencicilan selalu diberikan 
informasi ke nasabah mengenai tanggal jatuh tempo. Sehingga apabila 
sebelum jatuh tempo tiba, nasabah dapat memutuskan untuk 
memperpanjang cicilan, menunda lelang atau dilelang. 
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FORM WAWANCARA 
0 5 
 
Hari / Tanggal : Kamis, 11 Oktober 2018 
Informan         : Ibu Puri Suprihatin, S.E 
Jabatan            : Pengelola Marhun 
Lokasi             : Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru       
                          Jalan Yos Sudarso No. 398, Dawung Tengah, Serengan,  
                          Surakarta 
 
PERTANYAAN POKOK 
 
Syarat pengajuan rahn sangat sederhana, hanya menyerahkan 
barang jaminan dan KTP. Kemudian kriteria nasabah gadai (rahn) emas 
yaitu dewasa karena syarat pengajuan pinjaman harus menggunakan 
identitas diri. Alur pelaksanaan rahn emas hampir sama dengan 
pegadaian konvensional. Nasabah datang dengan membawa barang 
jaminan emas beserta kwitansi pembelian dan KTP. Kemudian mengisi 
formulir yang nantinya akan ditaksir. Setelah itu kasir akan memberi 
tahu informasi secara rinci seputar ketentuan. Ketika mendapat 
persetujuan dari nasabah maka nasabah langsung tanda tangan di SBR 
dan uang dapat diambil. Setelah nasabah mendapatkan pinjaman, 
nasabah dapat mengangsur sesuai batas ketentuan yang tertuang di 
dalam SBR. 
Semua marhun dari Cabang Pegadaian Syariah maupun Unit 
Pegadaian Syariah akan disimpan di CPS Solo Baru. CPS Solo Baru 
menerima marhun dengan klasifikasi barang bergerak seperti emas, 
berlian, mobil, motor, barang elektronik seperti itu. Hanya saja kalo 
mobil motor itu biasanya hanya dibutuhkan surat-suratnya kayak BPKB 
dan STNK. Dari sekian banyak barang, memang emas yang paling 
banyak. Apabila nasabah di unit ingin menebus barang jaminannya, 
diharuskan konfirmasi terlebih dahulu dengan karyawan di Unit 
Pegadaian Syariah terkait. 
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Jadwal Penelitian 
No 
Bulan Januari Mei Juli Agustus September Oktober November 
Kegiatan 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
1. Penyusunaan 
Proposal 
x x  X x  x X x  x x           
   
2.  Konsultasi   x   x    x     x x x x        
3.  Revisi 
Proposal 
            x x x        
   
4. Pengumpulan 
Data 
               x x x x x x x 
   
5.  Analisis Data                   x x x x    
6. Penulisan 
Akhir Nskah 
Skripsi 
              x x x x x x x x 
   
7. Pendaftaran 
Munaqosah 
                     x    
8. Munaqosah                       x   
9. Revisi 
Skripsi 
                      
 
x x 
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Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pimpinan dan Karyawan Cabang 
Pegadaian Syariah Solo Baru 
No Rumusan Masalah Indikator Sub Pertanyaan 
1 Bagaimana pelaksanaan 
gadai (rahn) emas yang 
diterapkan di Cabang 
Pegadaian Syariah (CPS) 
Solo Baru? 
a. Syarat 
pengajuan 
b. Rukun dan 
syarat 
c. Mekanisme 
1. Bagaimana penjelasan 
mengenai syarat yang 
diajukan nasabah untuk 
mengajukan pinjaman 
berupa gadai (rahn) emas 
di CPS Solo Baru? 
2. Bagaimana penjelasan 
mengenai syarat bagi 
nasabah atau rahin yang 
akan mengajukan pinjaman 
berupa gadai (rahn) emas 
berdasarkan ketentuan dari 
pihak CPS Solo Baru? 
3. Bagaimana penjelasan 
mengenai rukun yang 
digunakan pada produk 
gadai (rahn) emas di CPS 
Solo Baru?  
4. Bagaimana mekanisme 
gadai (rahn) emas di CPS 
Solo Baru?  
2 Bagaimana mekanisme 
pengenaan biaya atas 
akad ijarah pada produk 
gadai (rahn) emas di 
cabang pegadaian syariah 
Solo Baru? 
 
 
a. Pemanfaatan 
marhun bih 
b. Penetapan 
biaya 
administrasi 
c. Penyimpanan 
marhun 
d. Penetapan tarif 
ujrah 
e. Penjualan 
barang 
jaminan 
1. Bagaimana pihak CPS Solo 
Baru mengetahui 
pemanfaatan marhun bih 
yang diberikannya ke 
nasabah gadai (rahn) emas?  
2. Bagaimana penetapan 
biaya administrasi pada 
produk gadai (rahn) emas 
di CPS Solo Baru? 
Mengapa demikian?  
3. Bagaimana CPS Solo Baru 
menyimpanan barang 
jaminan (marhun) nasabah 
rahn emas? 
4. Bagaimana penetapan tarif 
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ujrah yang ditetapkan CPS 
Solo Baru pada produk 
gadai (rahn) emas? 
5. Bagaimana CPS Solo Baru 
melakukan penjualan 
barang jaminan (marhun) 
nasabah? 
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DAFTAR GAMBAR/FOTO 
 
 
 
 
Kantor Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru di Jalan Yos Sudarso 
Nomor 398 Dawung tengah, Serengan Surakarta 
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Foto dengan Bapak Purwiyono, S.E selaku pimpinan cabang periode 
baru di Cabang Pegadaian Syariah Solo Baru 
Contoh Surat Bukti Rahn (SBR) yang diberikan CPS Solo Baru kepada 
nasabah gadai (rahn) emas 
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Contoh kwitansi pembelian yang harus diserahkan nasabah gadai (rahn) emas 
ke CPS Solo Baru 
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Banner produk-produk lain yang ditawarkan Cabang Pegadaian 
Syariah Solo Baru yang dipajang di dalam kantor  
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Nama  : Ayu Siti Rochmah 
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